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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF APPLICATION OF PRINCIPLES  

GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE ON THE PERFORMANCE OF 

FINANCE EMPLOYEES 

(Study of the Regional Government of Bandar Lampung City) 

 

 

By 

 

ASHABUL MAIMANAH 

 

The background to this research was to determine the effect of implementing the 

principles of good government governance on the performance of employees in the 

financial sector. The study was conducted at the Regional Government of Bandar 

Lampung City. The research approach used in this research is a quantitative 

approach. The data source for this research is respondent data obtained directly 

based on a questionnaire. The results of data analysis show that the application of 

good government governance principles has an effect on the performance of 

financial sector employees.   
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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP  

GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI BIDANG KEUANGAN 

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung) 

 

 

Oleh: 

 

ASHABUL MAIMANAH 

 

Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan prinsip-prinsip good government governance terhadap kinerja pegawai 

bidang keuangan.Studi dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Sumber data penelitian ini berupa data resonden yang didapat melalui 

secara langsung berdsarkan kuisioner. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip-prinsip good government governance berpengaruh pada kinerja 

pegawai bidang keuangan. 

 

Kata kunci : Good Government Governance, Kinerja Pegawai, Keuangan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Munculnya otonomi mengakibatkan pergantian sistem pemerintahan dari 

sentralisasi beralih ke desentralisasi. Pada saat otonomi daerah, diberikan peran 

kepada pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber daya berupa keuangan 

guna menjamin kesehjateraan rakyat. Sistem otonomi daerah mengandung 

beberapa misi, yaitu: pertama, menciptakan pengelolaan sumber daya daerah yang 

efisien dan efektif; kedua, mengoptimalkan kemakmuran masyarakat dan tingkat 

mutu fasilitas umum; ketiga, memiliki peran dalam peralihan sistematika alokasi 

keuangan daerah yaitu dengan cara memberdayakan warga sekitar dan 

menghadirkan lingkungan untuk masyarakat di lingkungan sekitar. 

Tingkat kesuksesan entitas, seperti entitas pemerintahan, disebabkan oleh sebagian 

aspek, dimana sumber daya manusia adalah aspek yang utama. Para pekerja di 

lingkup pemerintah memiliki peran kunci dalam menjaga kelancaran aktivitas 

organisasi pemerintah. Maka dari itu, pemerintahan otonomi pusat atau daerah, 

disyaratkan untuk memiliki kualitas kerja yang baik dengan cara mengatur para 

pekerja secara efektif. Peforma para pekerja bisa dilihat melalui pengukuran hasil 

yang didapatkan dari kegiatan yang mereka lakukan. Peforma kerja yang 

memuaskan dari pegawai bisa memiliki dampak positif pada kinerja entitas di 

sektor pemerintahan secara keseluruhan. 

Pemerintahan Kota Bandar Lampung adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

otonomi. Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari beberapa dinas dengan 

fungsi yang selaras pada hak dan kewajibannya masing-masing. Ketika 

menjalankan tugasnya, pihak pemerintahan Kota Bandar Lampung sangat 

bergantung pada tugas para pekerja pemerintah daerah yang terlibat di dalam 
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organisasi tersebut, salah satunya para pekerja di sektor keuangan. Pegawai pada 

sektor keuangan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab 

dalam mengelola dan mengadministrasikan keuangan organisasi daerah. Tugas ini 

harus dilaksanakan dengan teratur, terarah, efektif, dan efisien guna menghadirkan 

peforma kerja yang optimal. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung masih merancang berbagai aplikasi digital untuk 

mendorong transparansi dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di 

lingkungan pemerintah akan tetapi setelah adanya berita viral atas penggunaan dana 

yang tidak sesuai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu pembelian 126 

kendaraan dinas untuk lurah, sedangkan masih banyak honor yang tidak dibayarkan 

untuk pegawai honorer di lingkup Kota Bandar Lampung maka anggapan publik 

masih mencemari Pemerintah Kota Bandar Lampung.  

Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Pada awal tahun 2023, 

Ombudsman memberikan penilaian zona kuning terhadap layanan umum di Ibukota 

Provinsi Lampung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik 

yang disediakan oleh Pemerintah Kota belum optimaluntuk tingkatan skor zona 

berdasarkan UU Pelayanan Publik nomor 25 Tahun 2009 merah yaitu 0-50, untuk 

zona kuning yaitu 51-80, dan untuk zona hijau yaitu 81-100. Untuk mengatasi hal 

ini, langkah-langkah perbaikan akan diterapkan oleh semua OPD. Karena jelas 

bahwa semua OPD memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan 

publik. Tentunya, hal ini terkait dengan kinerja pegawai dan penerapan prinsip good 

governance di Kota Bandar Lampung. 

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang 

sekaligus menarik peneliti untuk mengambil lokasi penelitian terhadap pegawai 

bidang keuangan di Bandar Lampung yaitu adanya persoalan yang dihadapi ketika 

melakukan aktivitas Inspektorat sebagai berikut:  

a. Didapatkan temuan yang sifatnya berulang merupakan hasil pengamatan 

oleh pihak APIP maupun BPK yang menandakan pelaksanaan SPIP tidak 

diselenggarakan dengan optimal terutama untuk pegawai bagian keuangan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. Situasi tersebut menjadi mandat 
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khususnya untuk pihak Inspektorat dalam menciptakan SPIP yang optimal 

pada implementasi tugas dan kewajiban OPD seperti yang telah 

diperintahkan oleh PP No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian 

Intern di sektor Pemerintah.  

b. Meningkatnya desakan dari warga sekitar terkait implementasi prinsip tata 

kelola pemerintahan yang optimal (Good Government Governance). 

Desakan dari warga sekitar disebabkan karena pelaksanaan prinsip 

transparency dan acountability implementasi aktivitas negara yang belum 

diimplementasika secara optimal, sehingga menjadi penyebab birokrasi 

menjadi lemah dan penyebab adanya beberapa anomali dalam pengendalian 

adminitrasi dan keuangan.  

Sebagai pembanding yaitu Kabupaten Tulang Bawang dengan skor terendah yang 

mana dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan terdapat permasalahan tetapi 

bukan dalam lingkup pegawai bidang keuangan permasalahan tersebut meliputi : 

a. Monitoring dan Evaluasi tidak maksimal. 

b. Keselarasan ouput perencanaan dan implementasi program kegiatan tidak 

optimal. 

c. Ketimpangan beban tugas antara unit kerja di OPD Tulang Bawang serta 

distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang masksimalnya 

pelaksanaan tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak pada 

lemahnya pelayanan kepada stakeholder.  

Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu di Pemerintah Kota 

Bandar Lampung lebih spesifiknya yaitu pada pegawai bidang keuangan. 

Validitas dari pelaksanaan pembentukan Good Government Governance 

merupakan UU Administrasi Publik yang tertera dalam TAP MPR RI No. 

XI/MPR/1999 serta UU No. 28 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan 

Penyelenggaraan pemerintahan yang jujur serta terbebas dari tindakan kriminal 

seperti korupsi, kolusi, dan tindak kriminal lainnya. Selain itu validitas 

pembentukan Tata Kelola Pemerintah yang baik juga tercermin dalam PP No. 71 

Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tata Kelola 
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Pemerintah yang baik dalam implementasinya memiliki lima prinsip yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi, dan keadilan (Pratolo, 

2010). Good Government Governance dapat menghadirkan kinerja yang optimal 

pada pemerintahan daerah jika kelima prinsip tersebut dilaksanakan dengan baik. 

Good Government Governance juga dan selaras dengan prinsip Good Government 

Governance berdasarkan Maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance 

tentang penegasan Good Government Governance dan perusahaan untuk perbaikan 

kondisi perekonomian nasional melalui KEPMENKO Nomor 44 Tahun 2021. Isi 

prinsip atau unsur good government governance tersebut yang sesuai diterapkan 

perintahan sampai saat ini dan diterapkan oleh kementerian keuangan juga yaitu 

transparency, responsibility, acountability, independensi, dan fairness. 

Berdasarkan fenomena diatas pada skripsi ini menggunakan teori agensi maka 

diharapkan dengan adanya teori agensi dalam sektor publik (pemerintahan) 

memiliki tujuan mengatasi masalah asimetri informasi dan konflik kepentingan 

agen dan prinsipal. Dengan teori ini juga diharapkan kinerja pegawai bidang 

keuangan dapat meningkat, dana publik dapat dipastikan digunakan dengan efisien, 

dan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik. 

Keterbukaan yang dilaksanakan pemerintah dapat menghadirkan peforma kerja 

pemerintah yang baik dalam melaksanakan strategi pemerintahan serta ketika 

mengambil sebuah keputusan yang sifatnya publik (Lestiawan dan Jatmiko, 2016). 

Penelitian mengenai transparansi sudah diteliti oleh Moerrin dan Priono (2022), 

Khodijah et al., (2022), Arifin et al., (2020), Prawira et al., (2020), Panglipur T. S. 

(2017), dan Auditya, (2013) pada penelitian tersebut mengindikasikan bila variabel 

transparency mempunyai hubungan yang positif terhadap peforma pegawai. 

Berbanding terbalik dengan penelitian Mutamimah and Phradiansah (2014), Putri 

et al., (2017) mengungkapkan bahwa transparansi tidak memiliki hubungan 

terhadap kinerja pegawai. 

Akuntabilitas administrator publik kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan 

optimal oleh pemerintahan kepada masyarakat, sehingga akan menghadirkan 

kepercayaan yang baik dari masyarakat kepada pemerintahan sehingga masyarakat 

dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan Auditya (2013). Penelitian mengenai 
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akuntabilitas sudah diteliti oleh Moerrin dan Priono (2022), Qodariah (2017), 

Panglipur, T. S. (2017), Arifin et al., (2021), Prawira et al., (2020), Khadijah et al., 

(2022), Auditya et al., (2013), hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas 

mempunyai hubungan yang positif terhadap pefroma kinerja pegawai. Sedangkan 

penelitian oleh Mutamimah dan Phradiansah (2014) mengungkapkan bahwa 

akuntabilitas tidak memiliki hubungan terhadap kinerja pegawai. 

Responsibilitas juga merupakan bentuk kesadaran akan tugas dalam melakukan 

tugasnya dengan optimal. Interpretasi tugas sangat krusial bagi regulasi publik 

untuk menjalankan kewajibannya ketika mengabdi pada masyarakat (Widodo, 

2001). Penelitian mengenai responsibilitas sudah diteliti oleh Khodijah et al., 

(2022), Prawira et al., (2020), mengungkapkan bahwa responsibilitas memiliki 

hubungan yang positif terhadap peforma pegawai. Sedangkan penelitian Panglipur, 

T.S (2017), dan Putri et al., (2017) menyatakan responsibilitas tidak memiliki 

hubungan terhadap kinerja pegawai. 

Kemandirian atau independensi ini secara berkelanjutan dapat meminimalisir 

penyimpangan kekuasaan, sehingga kinerja pegawai pada entitas bisnis tersebut 

dapat optimal (Pasal 23 SEOJK No.4/POJK.03/2015). Penelitian menegnai 

kemandirian sudah diteliti oleh Putri et al., (2017), Prawira et al., (2020), dan 

penelitian Burhan (2023), hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemandirian 

memiliki hubungan yang positif terhadap pefroma kinerja pegawai. Sedangkan 

penelitian Mutamimah & Phradiansah (2014) mengungkapkan kemandirian 

memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja pegawai. 

Implementasi prinsip kesetaraan pada lingkungan pemerintahan tercermin dari 

peraturan pemerintah yang bersikap tegas terhadap karyawan yang kurang taat pada 

peraturan atau menyelewengkan wewenang. Sehingga prinsip kesetaraan harus 

dihadirkan pada lingkungan tersebut, karena karyawan tidak akan mampu untuk 

tidak taat kepada peraturan yang telah berlaku pada lingkungan tersebut (Partolo 

2008). Penelitian mengenai Keadilah sudah dilaksanakan oleh Arifin et al., (2020), 

Prawira et al., (2020), Mutamimah & Phradiansah (2014), penelitian 

mengungkapkan bahwa fairness mempunyai hubungan yang positif terhadap 
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peforma karyawan. Berbanding terbalik pada penelitian Panglipur, T. S. (2017) dan 

Putri et al., (2017) fairness tidak memiliki perngaruh terhdap kinerja pegawai. 

Oleh karena itu jika ditinjau dari fenomena dan gap penelitian tersebut, maka 

penulis tertarik untuk menguji "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Government Governance Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Studi 

Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah transparency (Transparansi) memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai yang terdapat di Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah accountability (Akuntabilitas) berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai yang terdapat di Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

3. Apakah responsibility (Responsibilitas) memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai yang ada di Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

4. Apakah independency (Kemandirian) memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai yang terdapat di Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

5. Apakah fairness (keadilan) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai yang terdapat di Pemerintah Kota Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penelitan jikan ditinjau dari rumusam masalah di atas yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk melihat apakah transparency (Transparansi) memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan di Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk melihat apakah accountability (Akuntabilitas) memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan di Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 
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3. Untuk mengetahui apakah apakah responsibility (Responsibilitas) memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan di Pemerintah Kota 

Bandar Lampung. 

4. Untuk mengetahui apakah independency (Kemandirian) memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan di Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 

5. Untuk mengetahui apakah fairness (keadilan) memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan di Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 

 

1.4 Manfaaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat yang teoritis maupun 

praktis, serta bagi masyarakat yang memerlukan dengan rincian sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis antara lain memberikan manfaat akademis berupa sumbangan 

pemikiran bagi kemajuan Akuntansi Sektor Publik secara umum. Penelitian ini 

juga bisa dipakai sebagai landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.  

2. Manfaat praktis dari penelitian ini mampu menjadi saran bagi peningkatan 

kinerja pegawai bidang keuangan pada masa selanjutnya. 

3. Manfaat praktis selanjutnya yaitu diharapkan mampu menjadi saran bagi 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah terutama di Bandar Lampung untuk 

meningkatkan kualitas kinerja yang semula ada di zona kuning dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good government governance.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Anggapan mengenai karakteristik manusia disebut dengan agensi teori (Eisenhardt, 

1989). Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik pada entitas dapat 

meminimalisir tindakan eksploitasi dari pihak manajemen yang memiliki dampak 

pada penyempurnaan pefroma kerja entitas tersebut. Dengan menerapkan prinsip 

Tata Kelola Pemerintah yang baik dapat membantu pemerintah untuk mengawasi 

perkembangan kontrak dan meminimalisir tindakan eksploitasi dari pihak  

manajemen. Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik dapat menyampaikan 

pandangan yang jelas terkait etika profesi organisasi  dan perilaku kinerja, tindakan 

ini bertujuan agar produk jasa yang didapatkan lebih terpercaya dan terbaru 

sehingga dapat menghadirkan kinerja yang lebih efektif dan efisien (Trisnaningsih, 

2007). Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik dapat berkontribusi untuk 

menghadirkan kinerja yang meningkat serta mampu meminimalisir 

pemyelewengan dan terhindar dari korupsi dan suap. Teori agen juga dapat 

diterapkan dalam analisis Good Government Governance (GGG). Good 

Government Governance adalah konsep yang berkaitan dengan cara-cara 

pemerintah mengelola urusan publik secara efisien, transparan, akuntabel, 

responsif, dan partisipatif. Tujuan utama dari good governance adalah untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan 

memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat (Daniri, 2007). 

Dalam konteks kinerja keuangan pemerintah daerah, teori agen dapat membantu 

menganalisis hubungan antara pejabat pemerintah daerah sebagai agen dengan 

prinsipalnya, yaitu masyarakat atau pemerintah pusat. Konflik kepentingan, 
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informasi asimetris, dan masalah kepercayaan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Dalam kerangka good governance, teori agen dapat 

membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah potensial yang 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Contohnya, pejabat 

pemerintah daerah mampu menghadapi insentif untuk menggunakan dana publik 

untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, atau mereka mungkin tidak 

memberikan informasi yang akurat tentang pengelolaan keuangan mereka kepada 

prinsipalnya (Hasniati, 2016). 

Dengan memahami prinsip-prinsip teori agen, pemerintah daerah dapat 

mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang tepat untuk 

meminimalkan risiko konflik kepentingan, mengurangi asimetri informasi, dan 

membangun kepercayaan dengan prinsipalnya. Hal ini dapat melibatkan penerapan 

sistem pengawasan yang kuat, pelaporan keuangan yang transparan, partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, teori agen dapat 

memberikan landasan konseptual untuk memahami hubungan antara good 

governance dan kinerja keuangan pemerintah daerah serta membantu dalam 

merancang sistem pengelolaan yang lebih efektif dan akuntabel (Ibrahim, 2007).  

2.1.2 Kinerja Pegawai Bidang Keuangan 

Peforma kerja adalah cerminan tentang tingkat peraihan implementasi suatu 

kegiatan, rancangan acara, atau birokrasi untuk mewujudkan tujuan perusahaan 

yang diungkapkan dalam strategic planning perusahaan (Bastian, 2009). 

Kinerja merupakan rangkaian aktivitas karyawan rntitas bisnis yang berkontribusi 

dalam menggapai visi misi entitas bisnis tersebut (Yuliansyah et al., 2017) dan  

(Khan et al., 2015). Usaha merupakan tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai 

visi misi entitas, sedangkan kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan tersebut. Kinerja dapat berupa perilaku yang bersifat acak seperti 

pengawasan, perancangan, dan mengambil keputusan. Kinerja juga melibatkan 

tingkat dimana pegawai mampu menuntaskan tugas mereka yang berpartisipasi 

terhadap visi misi organisasi, salah satunya aspek kuantitas dan kualitas. 
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Pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Peraturan Tata Kelola Keuangan 

Daerah, kinerja disampaikan sebagai hasil atau tujuan dari aktivitas yang akan 

diraih dalam penggunaan anggaran dengan jumlah dan mutu yang terukur. Secara 

keseluruhan, hasil dari pelaksanaan aktivitas yang ada anggarannya dapat disebut 

dengan kinerja. 

Kinerja merupakan hasil dari upaya yang dilakukan. Jika tidak ada usaha, kinerja 

mampu tercapai. Namun, upaya saja tidak dapat menjamin kinerja yang optimal, 

karena terdapat banyak faktor lain yang berperan penting dalam pencapaian kinerja, 

terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Terdapat situasi dimana 

seseorang mungkin memiliki usaha yang tinggi, tetapi kinerja yang rendah jika 

tidak berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Penilaian kinerja terkait dengan 

sejauh mana tugas-tugas yang diberikan kepada individu dapat diselesaikan dengan 

sukses atau tidak oleh individu tersebut. Dalam penilaian kinerja, juga perlu 

diperhatikan perilaku individu ketika tahap penilaian berlangsung. Pada penelitian 

ini, kinerja terkait dengan pelaksanaan rangkaian hak dan kewajiban oleh tiap 

individu. Semakin tinggi tingkat kinerja, semakin meningkat pula efisiensi, 

efektivitas, produktivitas, dan kualitas yang dicapai. Kinerja yang optimal dapat 

dicapai jika pegawai mampu mencapai kebutuhan pribadi ketika menjalankan tugas 

yang diberikan. 

Pengukuran kinerja memainkan peran penting dalam mengevaluasi prinsip 

akuntabilitas entitas dan pejabat akan melayani public (Yuliansyah et al., 2017). 

Pedoman pengukuran kinerja pada sektor publik merupakan pedoman yang 

memiliki tujuan untuk membantu pejabat publik dalam mengevaluasi pelaksanaan 

upaya melalui penggunaan indikator keuangan dan non keuangan (Mardiasmo, 

2019). Pedoman untuk mengukur peforma pegawai menjadi tolak ukur dalam 

pelaksanaan pengawasan, di mana evalusi peforma pegawai dilakukan berdasarkan 

pengaturan sistem penghargaan atau penalization. 

Peforma kerja adalah mengukur aktivitas kerja mengenai sesuatu yang optimal. 

Peforma pegawai merupakan tindakan nyata yang diperlihatkan oleh seluruh 

individu sebagai pencapaian kerja yang diciptkana oleh pegawai menyesuaikan 

dengan fungsinya di dalam organisasi (Robbins, 2006). 
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Indikator penilaian kinerja berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai yaitu : 

1. Kuantitas. 

2. Kualitas. 

3. Waktu. 

4. Biaya. 

5. Orientasi Pelayanan.  

6. Integritas.  

7. Komitmen. 

8. Disiplin. 

9. Kerjasama. 

Terdapat 4 dimensi yang merupakan standar dalam evaluasi kinerja menurut 

Sudarmanto (2009) yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas, dinilai dari seberapa besar kesalahan  dan tingkat akurasi. 

2. Kuantitas, dinilai dari seberapa besar jumlah pekerjaan yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu ketika bekerja, dinilai dari seberapa banyak absensi 

pegawai dan akumulasi waktu efektif ketika bekerja. 

4. Koordinasi dengan pihak lain ketika bekerja. 

Terdapat 5 aspek penilaian kinerja karyawan menurut Siagian (2018) sebagai 

berikut: 

1. Kualitas   

Kualitas merupakan suatu keadaan yang sifatnya dinamis seperti aktivitas 

produksi, layanan, pegawai, proses pelaksanaan, dan ruang lingkup yang 

melampaui ekspetasi (Goetsch dan Davis, 2005). Peforma pegawai dapat 

diukur melalui kualitas yang dapat ditinjau dari anggapan pegawai 

mengenai mutu pekerjaan yang diciptakan serta kelayakan kewajiban 
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terhadap keahlian dan kemampuan karyawan. Jika pegawai dapat 

menyelesaikan kewajiban dengan baik dan mampu meraih target diluar 

ekpetasi maka akan dianggap kualitas terpenuhi. 

2. Kuantitas  

Seluruh bentuk kuantitas yang berkaitan dengan ouput pekerjaan yang 

diukur menggunakan jumlah data disebut dengan kuantitas (Wungu et al., 

2003). Akumulasi data yang tertera dalam bentuk  akumulasi bagian dan 

akumulasi pada siklus aktivitas yang diselesaikan disebut dengan kuantitas 

kinerja karyawan. Kuantitas mampu terpenuhi jika dapat menampilkan 

jumlah yang didapatkan dalam bentuk akumulasi bagian dan akumulasi 

pada siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu  

Kemahiran sistem untuk menanggapi waktu yang telah ditetapkan disebut 

dengan ketepatan waktu (Cothier et al., 1986). Pada konteks kinerja 

karyawan, tahapan kegiatan yang mampu dicapai pada waktu yang telah 

disepakati disebut dengan ketepatan waktu, ditinjau dari segi koordinasi 

dengan hasil serta mengoptimalkan waktu yang ada untuk aktivitas lainnya. 

4. Efektivitas  

Situasi ketika adanya penyesuaian antara visi misi dan objek sasaran yang 

telah dipilih sebelumnya dengan pencapaian yang didapatkan disebut 

dengan Efektivitas (Erawati et al., 2017). Efektivitas dapat tercapai jika 

pegawai dapat mengoptimalkan pemakaian sumber daya entitas dengan 

tujuan untuk meningkatkan produksi tiap bagian dalam pemakaian sumber 

daya untuk mencapai visi misi perusahaan.  

5. Kemandirian 

Independensi ketika bekerja berpacuan terhadap keterampilan karyawan 

untuk melaksanakan tugas individu, memiliki inisiatif yang tinggu, serta 

dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan tanggung jawabnya (Tingo 

et al., 2022).  
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Maka sesuai dengan indikator kinerja pegawai diatas diambil indikator 

untuk penelitian ini :  

- Kualitas. 

- Kuantitas. 

- Ketepatan waktu. 

- Efektifitas.  

- Independensi. 

2.1.3 Transparansi 

Sebuah entitas bisnis jika memiliki memiliki іnformasі yang tersedia dengan muԁah 

dan pemangku kepentingan dapat mengaksesnya sehingga berdampak pada 

peraturan ԁarі entitas bisnis tersebut disebut dengan transparansi (Ramadona, 

2020). Dengan kata lain transparansi berarti terbuka ԁalam implementasi rangkaian 

kegiatan dimana salah satunya merupakan aspek pentіng untuk mencapai gooԁ 

governance (Tahir, 2011). 

Ketersediaan informasi keuangan yang disampaikan dalam Pemerintah Kota 

Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 yaitu  

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

- Laporan Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

- Neraca 

- Laporan Operasional (LO) 

- Laporan Arus Kas (LAK) 

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Yang mana peraturan ini perubahan dari peraturan sebelumnya PP No 24 Tahun 

2005 yang mana pemerintah daerah hanya melaporkan LRA, Neraca, LAK, dan 

CALK. 

Transparansi berarti organisasi secara terbuka memberikan informasi terkait tata 

kelola sumber keuangan terhadap para stakeholder (Mahmudi, 2015). 
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Pengungkapan terkait transparansi mencakup informasi dari manajemen 

perusahaan mengenai kegiatan, program, birokrasi yang aakan dilaksanakan, dan 

sumber daya lainnya yang akan dimanfaatkan. Salah satu prinsip good governance 

yang wajib terpenuhi ketika mengelola keuangan publik adalah prinsip 

transparansi. 

Transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi, tetapi juga melibatkan 

publikasi informasi tersebut secara tepat waktu (Ritonga et al., 2016). Informasi 

yang dipublikasikan dengan tepat waktu akan lebih bermanfaat dan berdampak 

dalam pengambilan keputusan publik terkait penyelenggaraan pemerintahan, 

terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. 

Apabila pemerintah terbuka pada saat merancang kebijakan sehingga seluruh 

masyarakat mengetahuinya maka disebut dengan tranparansi (Mustopadidjaja, 

2003). Untuk menghadirkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyaralat 

sangat diperlukan prinsip transparansi. Jadi transparansi merupakan informasi yang 

diberikan secara jujur kepada masyarakat dengan mempertimbangkan bahwa 

masyarakat mempunyai hak untuk tau secara menyeluruh mengenai tanggung 

jawab pemerintah ketika mengatur sumber daya yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada pemerintah dan untuk melihat apakah pemerintah taat dengan 

peraturan yang berlaku.  

Indikator transparansi menurut Biswas et al., (2019) adalah sebagai berikut: 

- Akses masyarakat terhadap dokumen dan informasi pemerintah. 

- Tinjauan masyarakat terhadap laporan anggaran dan keuangan. 

- Tinjauan masyarakat terhadap laporan anggaran dan keuangan serta. 

- Ketersediaan seluruh media publikasi seperti pusat informasi, dengar 

pendapat, aplikasi mobile, website, buletin, dan spanduk. 

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 mengungkapkan bahwa indikator transparansi 

adalah : 

1. Melaporkan anggaran dana secara terbuka dan transparan kepada khalayak 

umum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu laporannya.  
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2. Masyarakat mempunyai hak dan wewenang terkait informasi secara 

keseluruhan pertanggungjawaban pemerintah ketika mengelola anggaran 

dana yang diamanhkan kepada mereka. 

3. Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. 

Terdapat beberapa alat ukur transparansi menurut Karina (2023). sebagai berikut: 

1. Publikasi peraturan publik melalui media komunikasi : laporan tahunan, 

pamflet, folder, sentral informasi, telepon gratis, liputan, promosi fasilitas 

masyarakat, web terkait, dashboard pengumuman, serta koran domestik.  

2. Menampilkan informasi berupa : fasilitas masyarakat, pemeliharaan data, 

laporan aktivitas publik, serta kebijakan penanganan keluhan.  

3. Menangani keluhan berupa : informasi aktual yang tersedia di media, respon 

pemberitahuan, kuota waktu ketika merespon, pendapat dan survey 

mengenai fenomena kebijakan publik, menyediakan draft kebijakan & 

pedoman, serta pelayanan pengguna survey. 

4. Organisasi dan entitas daerah : Forum Lintas Pelaku, Bawasda, dinas 

Kominfo, kantor PMD/BPM, dan kantor Humas. 

5. Diskusi masyarakat. 

6. Agenda pertemuan dengan masyarakat. 

Terdapat beberapa aspek transparansi menurut Kristianten (2006) sebagai berikut: 

- Tersedianya akses dokumen secara mudah,  

- Kemudahan memperoleh informasi,  

- Proses yang transparan, dan  

- Peraturan yang menjamin transparansi. 
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Terdapat beberapa indikator transparansi menurut Mardiasmo (2009) yaitu sebagai 

berikut: 

- Informatif 

- Keterbukaan 

- Pengungkapan 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi 

merupakan prinsip yang menjamin kebebasan setiap individu untuk memperoleh 

informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi dapat 

diartikan sebagai keterbukaan dalam menjalankan proses kegiatan yang terkait 

dengan pengelolaan sumber daya, dengan tujuan memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang membutuhkannya.  

Maka dalam penelitian ini diambil indikator transapransi sebagai berikut : 

- Mengungkapkan alokasi anggaran keuangan dengan transparan kepada 

khalayak umum melalui beberapa pengkajian.  

- Masyarakat berhak atas informasi pertanggungjawaban pemerintah dalam 

mengalokasikan sumber dana yang diamahkan masyarakat kepada 

pemerintah secara terbuka dan menyeluruh 

- Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi. 

- Kejelasan dan kelengkapan informasi. 

2.1.4 Akuntabilitas 

Akuntabіlіtas aԁalah bentuk  pertanggung jawaban atas ԁelegasі  tanggung jawab 

yang diserahkan  kepaԁa іnstansі  pemerіntah ԁan  paԁa  unit satuan  kerja  yang  

terdapat di organisasi tersebut (Thoyibatun, 2018).  Akuntabіlіtas berarti kewajiban 

melkasanakan tanggung jawab untuk menyampaikan seluruh hal  yang telah 

diselesaikan ԁan  pelaksanaan entitas kepaԁa  instansi  yang bertanggung jawab 

untuk memohon informasi mengenai entitas bisnis tersebut (Tandililing, 2019). 

Akuntabіlіtas merupakan sebuah konsep etіka yang  berkaіtan ԁengan   kemampuan   
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untuk menjelaskan setіap keputusan yang ԁіambіl serta untuk menjelaskan aktіvіtas 

yang ԁіlakukan (Risna, 2020).  

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan 

tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan tata kelola 

anggaran dana serta pertanggungjawaban atas program yang telah diamanahkan 

kepada perusahaan untuk mencapai visi misi perusahaan (Mardiasmo, 2006). Untuk 

melaksanakan prinsip akuntabilitas, penting bagi pemerintah daerah untuk terus 

memaksimalkan akses secara keseluruhan terhadap laporan keuangan mereka. 

Dengan demikian, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. 

Terdapat beberapa indikator minimum dari prinsip akuntabilitas menurut Solihin 

(2007) diantaranya yaitu: 

1. Kesuaian antara implementasi dengan standar pelaksanaan. 

2. Terdapat sanksi yang akan didapatkan setiap tindak kriminal yang dilakukan 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

3. Terdapat keselarasan antara output dan outcome. 

Aspek akuntabilitas terbagi menjadi 6 menurut Lalolo (2003) sebagai berikut: 

1. Tahapan pengambilan keputusan secara tertulis yang telah sesuai dengan 

tolak ukur yang berlaku dan menyesuaikan dengan prinsip administrasi.  

2. Ketelitian mengenai informasi yang lengkap yang berkaitan dengan upaya 

untuk meraih target dari suatu kebijakan.  

3. Target kebijakan yang jelas telah ditentukan dan kelayakannya telah 

dikomunikasikan sebelumnya.  

4. Keputusan disebarluaskan melalui media masa.  

5. Akses pengaduan dan informasi keputusan publik dibuka secara umum  

6. Pengawasan hasil dan pemberlakuan Sistem Informasi Manajamen. 
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Terdapat beberapa dimensi dalam prinsip akuntabilitas menurut Rasul (2002) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Accountability for probity and legality 

Implementasi ketaatan terhadap regulasi yang berlaku pada entitas disebut 

dengan akuntabilitas hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran untuk 

meminimalisir penyelewenagn jabatan, praktik korupsi dan kolusi. Dengan 

penegakan akuntabilitas hukum diharapkan mampu memastikan supremasi 

hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran diharapkan dapat menghadirkan 

aktivitas entitas yang jujur.  

2. Akuntabilitas manajerial  

Akuntabilitas manajerial sering disebut dengan akuntabilitas kinerja 

merupakan tanggung jawab dalam mengelola entitas dengan efektif dan 

efisien.  

3. Akuntabilitas program  

Akuntabilitas program merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh 

organisasi baiknya memiliki kualitas yang mendukung strategi untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan yang telah dirancang harus 

dipertanggungjawabkan oleh organiasi publik dari awal perancangan 

sampai implementasi program  

4. Akuntabilitas kebijakan  

Kebijakan yang sudah dirancang oleh organiasi publik harapannya dapat 

dipertanggungjawabkan di periode berikutnya. Ketika merancang kebijakan 

organisai wajib memperhitungkan maksud dari kebijakan tersebut.  

5. Akuntabilitas finansial  

Akuntabilitas finansial merupakan tindakan yang dilakukan oleh lenaga 

publik ketika menganggarkan dana publik (public money) harus 

memperhitungkan dengan optimal pemakaiannya, meminimalisir 

pemborosan dana, serta praktik korupsi. Sehingga, akuntabilitas finansial 
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menjadi penting dan utama karena mewajibkan lembaga publik untuk 

merancang laporan keuangan yang mencerminkan kinerja financial 

organisasi kepada stakeholder.  

Maka untuk penelitian ini diambil indikator untuk mengukur akuntabilitas 

sebagai berikut : 

- Adanya kesesuain antara pelaksanaan dengan standar prosedur 

pelaksanaan. 

- Tahapan mengambil keputusan secara tersurat telah sesuai etika dan 

prinsip administrasi yang berlaku.  

- Maksud dan tujuan dari rancangan kebijakan telah diperhitungkan 

kelayakan kebijakan tersebut.  

- Informasi keputusan dan prosedur pengaduan dapat diakses dengan 

mudah.  

- Mengatur entitas secara secara optimal dan dalam pengawasan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2.1.5 Responsibilitas 

Tanggung jawab  Responsіbіlіty adalah kewajiban seseorang uang harus 

ԁiselesaikan ԁengan  penuh tanggung jawab ԁіmana terdapat sanski yang berlaku 

jika tugas tersebut tіԁak diselesaikan dengan baik,  karena individu dianggap  lalai 

dalam melaksanakan tugasnya dan tidak amanah (Rani, 2018). 

Responsibilitas merupakan suatu tanggung jawab, dimana terdapat tolak ukur yang 

telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu tugas yang wajib untuk dilaksanakan 

(Azheri, 2012). Dengan kata lain, responsibilitas mengartikan suatu peran yang 

harus diselesaikan dengan penuh kesadaran untuk menghadapi selutuh risiko 

berdasarkan moral. Kewajiban seperti putusan, keahlian, kemampuan, dan 

kecakapan yang harus dipertanggungjawabkan disebut dengan responsibilitas 

(Azheri, 2012). Kewajiban pelaksanaan tersebut berdasarkan atas undang-undang 

yang berlaku jika dilanggar mereka harus membayar sanski berupa penggantian 

biaya tindak kriminal yang dilakukan. 
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Tanggung jawab memiliki definisi yaitu “responsibility having the character of a 

free moral agenrt; capable of determining one’s act; capable deterred by 

consideration of sanction or consequences” (Azheri, 2012).  Makna dari kalimat 

tersebut terdiri dari 2 hal yaitu : 

1. Kemampuan dalam menetapkan kebijakan. 

2. Kemampuan untuk menghadapi resiko dari suatu kebijakan. 

Berdasarkan informasi di atas, diketahui bahwa standar untuk menilai pemerintahan 

melakukan wewenang yang dibebankan kepada mereka dan menyelesaikannya 

sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi publik dikatakan responsibel apabila 

pemerintah menyelesaikan tanggung jawab dengan optimal, melakukan internal 

control, dan mengelurkan segala keterampilan secara efektif dan efisien. 

 Adapun indikator responsibilitas yang dipakai dalam penelitian berdasarkan 

“Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan” (BPKP, 

2015)  ini meliputi:  

1. Perilaku hak, kewajiban, dan komitmen kerja jelas. 

2. Birokrasi mengani tata kelola sumber daya manusia telah ditetapkan. 

3. Birokrasi tata kelola anggaran dana telah diungkapkan.  

4. Birokrasi tata kelola sarana prasarana telah diungkapkan.  

5. Birokrasi terkait sistem kerja telah dijelaskan. 

Terdapat beberapa indikator responsibilitas menurut Muslimah (2016) sebagai 

berikut: 

1. Memiliki sikap tanggungjawab terhadap direksi dengan melihat regulasi 

yang telah ditetapkan. 

2. Memiliki sikap tanggungjawab terkait top level management dengan lower 

level management. 

3. Memiliki sikap tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar. 

Adapun indikator responsibilitas menurut Widodo (2001) sebagai berikut.  
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1. Pemahaman akan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 

2. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab. 

3. Adanya evaluasi kinerja. 

4. Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu. 

5. Komitmen dari pimpinan. 

Maka diambil indikator dalam penelitian ini untuk mengukur prinsip responsibilitas 

yaitu : 

- Kejelasan tanggung jawab,  wewenang serta komitmen kerja. 

- Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan. 

- Bertanggung jawab kepada masyarakat. 

- Menetpakan regulasi tata kelola keuangan dan tata kelola sarana prasarana.  

- Perilaku yang tepat, setara, dan waktu sesuai. 

2.1.6 Kemandirian 

Artikel ini menggambarkan hubungan antara kemandirian dan good governance 

(Kaufmann et al., 2010). Penelitian ini menemukan bahwa kemandirian pegawai 

dan keleluasaan dalam mengambil keputusan dapat meningkatkan transparansi, 

mengurangi korupsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemandirian adalah 

perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, 

mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang 

lain (Sudirman, 2015). Diperkuat oleh penjelasan terkait kemandirian merupakan 

aktivitas perilaku terarah pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan orang 

lain, dan mencoba menyelesaikan masalah sendiri, tanpa minta bantuan orang lain, 

dan mampu mengatur diri sendiri (Nurhayati, 2011). 

Terakhir, "Strengthening the Integrity and Performance of Public Officials: A 

Comparative Study" oleh OECD (2017): Laporan ini memberikan tinjauan 

mendalam tentang bagaimana kemandirian dapat mempengaruhi kinerja pegawai 

publik. Studi kasus yang melibatkan beberapa negara menunjukkan bahwa sistem 
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yang mendorong kemandirian memungkinkan pegawai untuk berfungsi secara 

lebih efektif dan akuntabel. 

Terdapat dua indikator dalam prinsip independen menurut KNKG (2006), yaitu : 

1. Setiap bagian dari perusahaan wajib menjalankan kewajibannya selaras 

dengan rincian dana yang telah ditetapkan dan taat terhadap regulasi yang 

berlaku.  

2. Setiap bagian dari perusahaan wajib meminimalisir perlakuan yang 

didominasi oleh pihak lain serta tidak terhasut oleh suatu kepentingan, 

terhidar dari bentrok kepentingan, dan dari seluruh tekanan lainnya. 

Indikator kemandirian menurut Lany (2014) yaitu : 

1. Bagaimana kapasitas perusahaan untuk mandiri dalam hal  inisiatif yang 

maksimal dalam pengambilan keputusan. 

2. Mampu menangani konflik yang ada secara mandiri tanpa uluran tangan 

dari pihak lain. 

3. Mampu bersikap optimis dan memiliki orientasi terjadap kinerja yang 

mendekati sempurna. 

Indikator kemandirian menurut Anwar (2015) yaitu : 

1. Mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah.  

2. Mempunyai rasa percaya diri. 

3. Mempunyai peforma kerja yang baik ditandai dengan aktivitas yang 

dilakukan selalu produktif dimana oegawai tidak akan berdiam diri untuk 

merespon ruang lingkup yang membutuhkan action secara nyata.  

4. Mempunyai inisiatif untuk menumbuhkan kinerja seseorang ditempat kerja. 

Dalam kesimpulannya, kemandirian merupakan prinsip penting dalam good 

government governance dan kinerja pegawai bidang keuangan. Melalui 

kemandirian, pegawai dapat bertindak secara objektif, adil, dan profesional, yang 
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pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.  

Berdasarkan indikator-indikator diatas maka diambil indikator kemandirian untuk 

penelitian ini yaitu : 

- Bagaimana kapasitas perusahaan untuk mandiri dalam hal  inisiatif yang 

maksimal dalam pengambilan keputusan. 

- Mampu menangani konflik yang ada secara mandiri tanpa uluran tangan 

dari pihak lain.. 

- Mempunyai rasa percaya diri. 

- Memiliki kinerja positif dengan gerak produktif tidak akan berdiam diri 

untuk tidak menanggapi lingkungan kerja yang membutuhkan gerak nyata.  

- Dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undang yang berlaku. 

2.1.7 Fairness 

Prinsip fairness adalah salah satu prinsip yang wajib dilaksanakan untuk 

menghindari adanya praktik yang tidak setara pada internal pemerintahan daerah 

(Lestiawan et al., 2016). Selain itu, keadilan wajib diimplementasikan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, tanpa memikirkan adanya stratifikasi sosial. 

Pada penelitian ini memiliki teori utama yaitu teori agensi, dimana internal control 

pemerintah daerah wajib dilakukan pengawasan untuk menjamin perusahaan sudah 

dikelola dengan optimal mengikuti birokrasi yang berlaku. Penerapan prinsip 

fairness dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat 

menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan.  

Pelaksanaan prinsip keadilan memiliki tugas utama untuk meningkatkan kinerja 

pada instansi pemerintah (Anderana et al., 2018) dan (Partolo, 2008). Penerapan 

prinsip fairness pada runag lingkup pemerintahan bisa dilihat dari perilaku 

pemerintah yang tegas karyawan yang tidak disiplin atau menyelewengkan 

kewajiban. Saat prinsip fairness terpenuhi, maka karyawan tidak dapat menabrak 

peraturan ada di ruang lingkup pemerintahan tersebut. 
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Semakin optimal pemenuhan prinsip fairness pada suatu entitas, maka dapat 

meminimalisir dan pengawasan terhadap tindak kecurangan. Melalui internal 

control yang jujur dan adil mampu mencegah seluruh macam pelanggaran yang 

terjadi (Aprijana, 2014). Hal ini menandakan bahwa optimalnya implementas 

prinsip fairness pada entitas bisnis tidak seutuhnya membutuhkan sistem informasi 

akuntansi, karena yang dijadikan standar pelaksanaan prinsip fairness ditinjau dari 

ikut serta para karyawan maupun pihak manajemen entitas bisnis tersebut untuk 

memenuhi prinsip keadilan itu sendiri.  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG (2006)  Prinsip Fairness 

mempunyai tiga indikator yaitu sebagai berikut : 

1. Memiliki oppurtunity yang setara pada setiap karyawan.  

2. Mampu menyelesaikan kewajibannya dengan profesional.  

3. Memberikan perlakuan wajar sesuai dengan manfaat dan kontribusi kepada 

instansi.  

4. Memiliki kesempatan menyampaikan saran untuk mengambil keputusan 

dan memberikan saran untuk para stakeholder di instansi tersebut. 

Terdapat beberapa indikator fairness menurut Mulyawan (2009)  yaitu : 

1. Kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan kepada 

pegawainya berkaitan dengan hak dan kewajibannya. 

2. Keadilan mempertanyaan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. 

Terdapat beberapa indikator fairness menurut Silvernail et al., (2021)  yaitu: 

1. Mampu memberikan perlakuan yang adil. 

2. Mampu memberikan perlakuan yang proporsional. 

Berdasarkan indikator-indikator diatas maka indikator fairness dalam penelitian ini 

diambil sebagai berikut : 

- Memiliki kesempatan yang sama pada setiap pegawai.  
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- Menjalankan kewajibannya dengan profesional tanpa adanya perbedaan.  

- Memberikan tindakan yang adil selaras dengan fungsi dan peran kepada 

suatu instansi.  

- Alokasi dan pembagian layanan yang diadakan oleh entitas pelayanan 

umum. 

- Mampu memberikan perlakuan yang proporsional. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dasar pemikiran hipotesis diarahkan terdapat pengaruh antara variabel x (prinsip 

good government governance) dan variabel y (kinerja keuangan bagian keuangan). 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, berikut ini adalah rincian struktur 

konseptual penelitian ini: 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Diolah Penulis (2024) 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Justifikasi atas akan adanya perumusan hipotesis penelitian yang dilakukan oleh 

penulis diberikan dalam bentuk tinjauan terhadap penelitian terdahulu, lebih jelas 

diungkapkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1 Burhan 

(2023) 

“Pengaruh Kemandirian 

Keuangan Dan Belanja 

Modal Terhadap Kinerja 

Keuangan Dengan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagai Variabel 

Moderasi (Studi Pada 

Pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi 

Selatan)” 

 

Independensi keuangan 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pefroma pegawai dan  

keuangan pemerintahan 

daerah. 

2 Moerrin & 

Priono (2022) 

“Pengaruh prinsip 

akuntabilitas dan 

transparansi terhadap 

kinerja pegawai” 

Akuntabilitas dan 

transparansi secara statistik 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 

3 Khadijah et al. 

(2022) 

“Pengaruh Transparansi, 

Akuntabilitas Dan 

Responsibilitas Terhadap 

Kinerja Guru Pada 

Pondok Pesantren 

Muqimus Sunnah 

Palembang” 

Terdapat pengaruh positif 

transparansi terhadap kinerja, 

Akuntabilitas berpengaruh 

positif terhadap kinerja, 

Responsibilitas berpengaruh 

positif terhadap kinerja. 

4 KG Rahman, 

SH Rachman 

(2021) 

“Pengaruh Penerapan 

Good Governance dan 

Pengendalian Internal 

terhadap Kinerja 

Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Daerah di 

Kota Makassar” 

Akuntabilitas berpengaruh 

kuat, partisipasi berpengaruh 

kurang kuat terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan 

Pemerintah Kota Makassar. 

5 Prawira et al. 

(2020) 

“Pengaruh Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance 

dan Budaya Tri Hita 

Karana pada Kinerja 

Keuangan” 

Prinsip-prinsip good 

corporate governancen 

transparency(keterbukaan), 

accountability(akuntabilitas), 

responsbility(responsibilitas), 

indepedency (kemandirian), 

dan fairness (kewajaran dan 

kesetaraan) dan budaya tri 

hita karana berpengaruh 

positif pada kinerja 

keuangan. 

6 Arifin et al. 

(2020) 

“Pengaruh Akuntabilitas, 

Transparansi Dan 

Fairness Terhadap 

Akuntabilitas, transparansi, 

dan fairness memiliki 
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Kinerja Instansi 

Pemerintah Dengan 

Pemanfaatan Accounting 

Information System 

Sebagai Pemoderasi” 

pengaruh positif terhadap 

peforma instansi pemerintah. 

7 Putri et al. 

(2017) 

“Pengaruh Prinsip-

Prinsip Good Corporate 

Governance, Motivasi, 

Dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan” 

Akuntabilitas dan 

independensi memiliki 

pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Sedangkan 

transparansi, responsibilitas 

dan kewajaran tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

8 Qodriah 

(2017) 

“Pengaruh Akuntabilitas 

Dan Transparansi 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap Kinerja 

Dinas Kebersihan Dan 

Keindahan Kota 

Palembang” 

Akuntabilitas dan 

transparansi perkiraan dana 

berbasis kinerja memiliki 

pengaruh secara simultan 

terhadap Kinerja Dinas 

Kebersihan dan Keindahan 

Kota Palembang. 

Akuntabilitas perkiraan dana 

Berbasis Kinerja memiliki 

pengaruh secara parsial 

terhadap Kinerja Dinas 

Kebersihan dan Keindahan 

Kota Palembang, sedangkan  

Transparansi perkiraan dana 

Berbasis Kinerja tidak 

memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap Kinerja 

Dinas Kebersihan dan 

Keindahan Kota Palembang. 

9 Panglipur, T. 

S. (2017) 

“Pengaruh Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good 

Governance Terhadap 

Kinerja Pegawai (Studi 

pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung 

Timur)” 

Transparansi dan 

akuntabilitas berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan, sedangkan 

responsibilitas dan keadilan 

tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur. 
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10 Pangestika 

(2016) 

“Pengaruh Good 

Governance Terhadap 

Kinerja Pegawai Bidang 

Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Temanggung” 

GCG memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan pemerintah daerah 

Kabupaten Temanggung. 

11 Mohamad et 

al. (2014) 

“Dampak Pemerintahan 

Yang Baik Terhadap 

Peran Transformasi 

Kepemimpinan” 

GCG memiliki pengaruh 

yang signifikan memiliki 

keterkaitan yang positif 

terhadap transformasi 

kepemimpinan pada 

pemerintah daerah Malaysia 

(LGAs). 

12 Mutamimah 

dan 

Phradiansah 

(2014) 

“Prinsip-Prinsip Good 

Governance Yang Terdiri 

Dari Partisipasi, 

Transparansi, 

Akuntabilitas Dan 

Keadilan Terhadap 

Kinerja Pegawai” 

Tidak seluruhnya prinsip-

prinsip GCG memiliki 

pengaruh terhadap kinerja, 

hanya responsibilitis dan 

keadilan yang memiliki 

pengaruh terhadap kinerja. 

13 Auditya 

(2013) 

“Analisis Pengaruh 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah Terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah” 

Akuntabilitas dan 

transparansi dalam 

pengelolaan keuangan 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

14  Juliana 

(2013) 

“Pengaruh Pelaksanaan 

Good Governance 

Terhadap Kinerja 

Organisasi Pada Dinas 

Pendidikan Provinsi 

Sumatera Utara” 

Dari penelitian yang 

dilakukan terhadap Dinas 

Pendidikan Provinsi 

Sumatera Utara, memiliki 

pengaruh yang signifikan 

antara pelaksanaan GCG 

dengan kinerja entitas bisnis. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Tranparansi ketika melaksanakan kepentingan publik dapat membantu 

internal control terhadap pelaksanaan pemerintahan. Internal control dari 

lingkungan sekitar bisa meminimalisir penyalahgunaan sumber daya 

maupun penyelewangan program pemerintah seperti melakukan praktik 

korupsi, kolusi, dan penyelewangan lainnya. Keterbukaan yang 

dilaksanakan pemerintah dapat memotivasi peforma pemerintah agar 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik ketika menyelesaikan kegiatan 

pemerintahan, dan mengambil sebuah keputusan public (Lestiawan dan 

Jatmiko, 2016).  

Dari sisi transparansi, jika informasi diungkapkan kepada publik secara 

terbuka, akan menumbuhkan rasa percaya yang tinggi masyarakat kepada 

publik sehingga pada dapat menciptakan peforma pemerintahan yang 

optimal (Auditya, 2013).  

Teori agensi dalam konteks pemerintahan, pentingnya transparansi dengan 

tujuan agar mencegah masalah-masalah terkait asimetri informasi serta 

konflik kepentingan yang timbul antara pegawai keuangan sebagai agen dan 

masyarakat sebagai prinsipal. 

Berdasarkan penelitian Moerrin dan Priono (2022), Khodijah et al., (2022), 

Arifin et al., (2020), Prawira et al., (2020), Panglipur T. S. (2017), Auditya 

(2013), maksud dari penelitian ini menyampaikan jika variabel transparansi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap peforma karyawan di sektor 

keuangan. 

H1:  “Transparansi berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai 

Bagian Keuangan” 

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Jika prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan optimal oleh pejabat publik, 

dapat menghadirkan rasa kepercayaan dari masyarakat yang tinggi kepada 
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pemerintah sehingga masyarakat dapat mengaggap baik kinerja 

pemerintahan tersebut (Auditya, 2013). 

Kinerja pemerintah wajib dapat diukur sehingga kita dapat melihat 

bagaimana pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewajibannya. 

Pengukuran kinerja mampu diimplementasikan dengan pengukuran kinerja 

keuangan dan kinerja non keuangan (Boy et al., 2009). 

Teori agensi dalam sektor publik (pemerintahan), akuntabilitas memiliki 

tujuan mengatasi masalah asimetri informasi dan konflik kepentingan agen 

dan prinsipal. Dengan akuntabilitas yang baik diharapkan kinerja pegawai 

dapat meningkat, dana publik dapat dipastikan digunakan dengan efisien, 

dan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi dengan optimal. 

Berdasarkan penelitian yang digagas oleh Moerrin dan Priono (2022), 

Khodijah et al., (2022), Arifin et al., (2020), Prawira et al., (2020), Panglipur 

T. S. (2017), Auditya (2013), ouput pada penelitian ini menyampaikan 

bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pefroma 

pegawai pada sektor keuangan. 

H2: “Akuntabilitas berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai 

Bagian Keuangan” 

2.4.3 Pengaruh Responsibilitas Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Saat menjalankan kewajibannya, prinsip responsibilitas merupakan inisiatif 

seseoang mengenai perilaku yang baik disengaja atau tidak disengaja 

(Widodo, 2001). Responsibilitas juga adalah bentuk inisiatif untuk 

menjalankan kewajiban dengan optimal. Pemahaman pada prinsip 

Responsibilitas menjadi hal utama bagi kebijakan publik untuk 

menyelesaikan fungsinya untuk memberikan layanan masyarakat. 

Pengertian mengenai Responsibilitas untuk menyelesaikan kewajibannya 

dapat menuntun kebijakan publik untuk menetapkan poin-poin pekerjaan 

beserta dengan sanksi yang akan didapatkan jika tidak sesuai dengan 

birokrasi yang berlaku.  
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Teori agensi menjelaskan tingkat responsibilitas yang tinggi pada pegawai 

keuangan mendorong mereka untuk bekerja dengan teliti, menjaga 

ketepatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas mereka dengan berfokus 

mereka bekerja untuk menghasilkan tanggungjawab penuh pada masyarakat 

sebagai prinsipal. Mereka akan mengelola data dan informasi keuangan 

dengan hati-hati, meminimalkan kesalahan, dan menghindari pemborosan 

sumber daya keuangan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan akan 

berdampak positif terhadap efisiensi operasional dan akurasi pelaporan 

keuangan, yang merupakan indikator penting dari kinerja pegawai bagian 

keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al., 

(2022), Prawira et al., (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang 

keuangan. 

H3: “Responsibilitas berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai 

Bagian Keuangan” 

 

2.4.4 Pengaruh Kemandirian Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan 

Prinsip independensi ini secara berkelanjutan dapat meminimalisir 

penyelewangan kekuasaan, maka pefroma pegawai pada entitas bisnis 

tersebut dapat mengalami peningkatan (Pasal 23 SEOJK 

No.4/POJK.03/2015). Hal tersebut berbanding terbalik apabila pegawai 

pada entitas bisnis tidak menjalankan tugasnya dengan professional, tidak 

taat terhadap etika yang berlaku, maka pefroma pegawai akan mengalami 

penurunan (Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.4/POJK.03/2015). Jika pegawai bagian keuangan mampu mengambil 

inisiatif dan bertindak secara mandiri, mereka lebih cenderung mengatasi 

tantangan dengan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja 

mereka. Kemampuan ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan dan memungkinkan penyelesaian yang tepat waktu, yang pada 

akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja. Kemandirian 

memunculkan rasa tanggung jawab pribadi terhadap tugas dan kinerja. 

Pegawai bagian keuangan yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat 
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akan cenderung bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan berdedikasi 

tinggi, yang dapat memaksimalkan kinerja mereka. Berdasarkan penelitian 

Putri et al., (2017), Prawira et al., (2020), dan Burhan (2023), penelitian 

tersebut mengungkapkan apabila variabel kemandirian memilik pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai di sektor keuangan. 

H4: “Kemandirian berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai 

Bagian Keuangan” 

 

2.4.5 Pengaruh Fairness Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan  

Penerapan prinsip keadilan memiliki tugas utama yaitu untuk 

mengembangkan peforma pada instansi pemerintahan (Partolo, 2008). 

Implementasi prinsip fairness pada internal pemerintahan bisa tercermin 

dari tindakan pemerintah yang berkarakter tegas kepada para karyawannya 

yang tidak disiplin atau melanggar aturan. Ketika kesetaraan mampu 

dihadirkan pada ruang lingkup tersebut, peraturan yang telah diungkapkan 

dan berlaku pada lingkup perusahaan tidak akan dilanggar oleh karyawan.  

Berdasarkan teori utama pada penelitian ini, yaitu teori agensi, tata kelola 

pemerintah daerah wajib dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa tata 

kelola telah dilaksanakan dengan taat terhadap seluruh regulasi dan 

birokrasi yang telah ditetapkan. Dengan menjalankan prinsip fairness dapat 

menghadirkan Good Government Governance yang setara dan dapat 

menghadirkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arifin et al., (2020), Prawira et al., 

(2020), Phradiansyah (2014), penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

fairness memiliki pengaruh positif terhadap peforma pegawai di sektor 

keuangan. 

H5: “Fairness berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pegawai Bagian 

Keuangan”  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan ini dipilih 

berdasarkan data yang akan dipakai dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, 

sehingga diperlukan analisis yang bersifat kuantitatif juga untuk mendapatkan hasil 

yang akurat. Sumber untuk memperoleh data berasal dari responden yang 

didapatkan secara langsung melalui pengisian kuisioner.  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi didefinisikan sebagai cakupan generalisasi yang dapat berupa item 

ataupun individu yang memiliki karakteristik tertentu untuk ditetapkan oleh peneliti 

sebagai kesimpulannya dalam banyaknya data yang akan menjadi cakupan 

pengujian (Sugiyono, 2017). Maka dari itu, populasi yang digunakan dalam 

penelitan ini adalah seluruh OPD yang ada di Kota Bandar Lampung.  

3.2.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data 

dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun penentuan jumlah sampel yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus 

berdasarkan pada ketentuan mengatakan bahwa: “Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah 

lain dari sampel jenuh adalah sensus.” (Sugiyono, 2017).  

 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis Non Probability 
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Sampling. Non Probability Sampling jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. 

Teknik Non Probability Sampling yang dipilih yaitu dengan Sampling Jenuh 

(sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan 

sebagai sampel (Sugiyono, 2017).  

 

Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan menentukan 

sampel penelitian yaitu pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung bagian keuangan atau yang berwenang dalam mengelola keuangan yang 

mana sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No 38 Tahun 2021 

Pegawai Bagian keuangan terdiri dari Kepala Bagian Keuangan, Bendahara Gaji, 

Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Aset. 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel  

Penelitian ini menguji hubungan antar variabel yang melibatkan instrumen 

penelitian. Selanjutnya variabel dianalisis untuk melihat bagaimana keterkaitan 

antara variabel.  

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Indikator Butir 

Soal 

1 Transpara

nsi (X1) 

Transparansі 

ԁidefiniskan paԁa 

sebuah perusahaan 

tersedia іnformasі yang 

dapat diakses secara 

umum oleh pihak yang 

berkepentingan   yang 

akan berimbas pada   

regulasi perusahaan  

tersebut. 

1. Menampilkan 

informasi keuangan 

yang jujur dan 

transparan kepada 

pemangku 

kepentingan yang 

telah 

dipertimbangkan. 

2. Masyarakat 

mempunyai hak 

informasi secara 

menyeluruh dan 

transparan atas laporan 

tanggung jawab 

Pemerintah ketika 

mengelola sumber 

daya yang 

diamanatkan kepada 

mereka 

1-5 
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3. Publikasi kebijakan 

publik melalui alat-

alat komunikasi. 

4. Kejelasan dan 

kelengkapan 

informasi. 

 

2 Akuntabil

itas (X2) 

Akuntabіlіtas 

didefinisikan sebagaі 

kewajiban untuk 

menampilkan laporan 

tanggung jawab  untuk 

menyampaikan seluruh 

aktivitas yang telah 

ԁіkerjakan ԁan  

pelaksanaan entitas 

kepaԁa  bagian yang 

mempunyai hak ԁan 

kewajiban untuk 

memperoleh informasi 

mengenai  entitas 

tersebut. 

1. Terdapat keselarasan 

antara implementasi 

dengan tolak ukur 

kebijakan yang 

berlaku. 

2. Proses pengambilan 

keputusan tersurat 

yang sesuai dengan 

standar etika dan 

prinsip administrasi 

yang berlaku. 

3. Target kebijakan yang 

telah dipilih dan 

didiskusikan 

kelayakannya.  

4. Keterbukaan akses 

secara umum atas 

informasi keputusan 

dan prosedur 

pengaduan.  

5. Tanggung jawab untuk 

menjalankan tata 

kelola organisasi yang 

optimal, efisien, dan  

dibawah pengawasan. 

 

1-5 

3 Responsi

bilitas 

(X3) 

Responsibilitas adalah 

tolak ukur untuk menilai 

implementasi 

pemerintahan ketika 

memenuhi kewajiban 

yang ditetapkan dan 

pelaksanaannya sesuai 

dengan pedoman yang 

berlaku. 

1. Tanggung jawab,  

kewajiban serta 

kontrak kerja yang 

jelas. 

2. Bertanggung jawab 

antar pihak 

manajemen atas dan 

para pekerjanya. 

3. Bertanggung jawab 

kepada masyarakat. 

4. Mempunyai aturan 

untuk mengelola 

keuangan dan 

mempunyai pedoman 

1-5 
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dalam mengelola 

sarana dan prasarana.  

5. Perlakuan yang tepat, 

adil, dan sesuai dengan 

waktu yang 

ditetapkan. 

 

4 Kemandir

ian (X4)  

Kemandirian merupakan 

tindakan dengan inisiatif 

yang tinggu, berani 

menangani hambatan 

atau konflik, memiliki 

kepercayaan diri, dan 

mampu melaksanakan 

kegiatan tanpa bantuan 

pihak lain. 

1. Kesanggupan individu 

untuk berdiri sendiri 

dengan berani  

mengambil keputusan 

dan memiliki inisiatif 

tinggi. 

2. Mampu menangani 

konflik tanpa bantuan 

bantuan dari pihak 

lain. 

3. Mempunyai rasa 

percaya diri. 

4. Mempunyai budaya 

kerja yang positif 

dibuktikan dengan 

perilaku produktif dan 

tanggap ketika 

merespon lingkungan 

kerja yang 

membutuhkan gerak 

nyata.  

5. Melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai 

dengan birokrasi. 

1-5 

5 Fairness 

(X5) 

Prinsip fairness adalah 

prinsip yang wajib 

terpenuhi agar tidak 

menimbulkan 

ketimpangan sosial 

dalam ruang lingkup 

pemerintahan daerah. 

Selain itu, prinsip 

fairness wajib 

diimplementasikan 

kepada masyarakat 

untuk memenuhi 

kebutuhan, tanpa 

memperhatikan 

stratifikasi sosial. 

Pelaksanaan prinsip 

fairness pada instansi 

1. Memiliki kesempatan 

yang setara pada 

seluruh pegawai.  

2. Menjalankan 

kewajibannya dengan 

profesional tanpa 

melihat perbedaan.  

3. Memberikan 

perlakuan wajar 

selaras dengan fungsi 

dan keterlibatan 

instansi.  

4. Keadilan dalam 

mengalokasikan 

layanan yang 

dilaksanakan oleh 

1-5 



37 

 

 

dapat mencegah dan 

mendeteksi praktik 

kecurangan melalui 

internal control yang 

jujur dan setara. 

pemerintahan 

pelayanan umum. 

5. Mampu memberikan 

perlakuan yang 

proporsional. 

6 Kinerja 

Pegawai 

kinerja merupakan 

definisi mengenai 

pencapaian 

implementasi 

kewajiban, rancangan 

kegiatan, atau pedoman 

dalam melaksanakan 

tujuan organisasi yang 

telah diungkapkan 

dalam perancangan 

strategi organisasi 

(strategic planning). 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektifitas 

5. Independensi. 

 

1-10 

 

3.4 Metode Analaisis Data  

Proses analisis data meliputi langkah-langkah pertama dengan melakukan grouping 

data berdasarkan variabel dan variasi dari responden atau data itu sendiri, kedua 

dilakukan dengan mentabulasi atau mengumpulkan data menjadi satu rangkaian, 

ketiga melakukan penyajian data tiap variabel yang akan menjadi fokus untuk 

diteliti nantinya, dan terakhir dilakukan perhitungan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dan menguji hipotesis yang ada. Untuk melakukan analisis terhadap 

data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan program pengolah data 

SmartPLS. 

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode yang dipakai ketika menganalisis data 

dengan cara mendefinisikan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan 

(Sugiyono, 2017).  

Analisis statistik deskriptif adalah alat bantu analisis data dengan cara mengolah 

data mentah sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Informasi 

dari olah data tersebut akan dipakai untuk memperoleh respon dari objek penelitian 

terkait situasi dari tiap variabel.  

1. Deskripsi Responden  
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Tahap ini bertujuan mendefinisikan biografi singkat objek penelitian seperti 

gender, umur, dan pendidikan terakhir. Kemudia data dijelaskan dan 

ditampilkan ke dalam tabel frekuensi.  

2. Deskripsi Variabel  

Deskripsi variabel merupakan nama lain dari statistik deskriptif adalah 

tahapan olah data untuk menjelaskan data secara ringkas dan ilmiah ke 

dalam tabel dan diagram (Sugiyono, 2017). Uji statistik deskriptif dipakai 

untuk menggambarkan data seperti mean, standar deviasi, range, dsb.  Data 

tersebut merupakan deskripsi akurat dari fenomena atau aturan yang 

dipelajari. 

3.4.2 Structural Equation Model – Partial Least Square (Smart PLS 4.0) 

Model yang dipakai pada skripsi ini merupakan “Structural Equation Model” 

dengan teknik Variance Based merupakan nama lain dari Partial Least Squares. 

Structural Equation Model dipakai untuk mengolah data mentah, karna dianggap 

akan optimal jika menggunakan teknik multivariat lain ketika mengkombinasikan 

measurement model dengan structural model. Proses olah data dilaksanakan 

memakai smartPLS versi 4.0.9.2. Selain dipakai untuk mengonfirmasi theory yang 

ada, SEM-PLS juga dipakai untuk mendefinisikan bagaimana keterkaitan dengan 

variabel laten. 

 

3.5 Model Pengukuran (Outer Model) 

Model Outer Model merupakan metode untuk melihat bagaimana keterkaitan antara 

konstruk dengan indikator. Outer model memiliki nama lain outer relation yang 

digunakan untuk melihat bentuk mutu data yang absah sehingga mampu terpenuhi 

oleh pertanyaan kuisioner pada olah data yang absah harus terpenuhi (Ghozali, 

2014). 

3.5.1 Uji Validitas  

Uji validitas dipakai untuk menguji validitas instrumen kuesioner. Kusioner yang 

akurat memiliki standar yang dipakai untuk memperoleh validitas data tersebut. 
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Aspek yang dipilih dalam alat ukur dapat disebut tepat dan akurat sebagai alat ukur 

variabel pada sebuah konsep sesungguhnya.  

Indikator yang dipakai pada penelitian ini merupakan rancangan pertanyaan yang 

didistribusikan kepada sasaran penelitian. Indikator yang ditentukan sebelum 

didistribusikan kepada sasaran penelitian yang dijadikan sampel wajib dilakukan 

uji validitas terlebih dahulu untuk melihat realibilitas data dengan menganalisis 

komponen. Uji validitas menggunakan teknik PLS terdiri dari: 

1. Convergent Validity  

Digunakan untuk menentukan jumlah keterkaitan antara konstruk dengan 

variabel laten disebut dengan Convergent Validity. Jika nilai nilai loading 

factor lebih besar dari 0,70 maka instrumen tersebut dianggap mempunyai 

validitas yang tinggi. Sebaliknya apabila nilai loading factor di bawah 0,70 

dianggap tidak valid dan akan dieliminasi dari model. 

2. Discriminant Validity  

Menurut Ghozali (2014) “Uji discriminant validity memakai nilai cross 

loading, nilai AVE (Average Variance Extracted), dan nilai Fornell-Larcker 

Criterion”. Discriminant validity dianggap baik dan telah tercapai apabila 

memiliki AVE dan  Fornell-Larcker lebih tinggi dari 0,5. Apabila keterkaitan 

konstruk untuk tiap indikator lebih tinggi daripada korelasi konstruk lainnya, 

maka konstruk laten menganggap indikator lebih sempurna daripada konstruk 

lainnya maka data disebut akurat (Ghozali, 2014). 

3.5.2 Uji Reliabilitas  

Tahapan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat bagaimana hasil analisis 

yang dilakukan agar konstan apabila diuji lebih dari 2 kali terhadap fenomena yang 

serupa memakai standar ukuran yang sama. Uji reliabilitas dipakai untuk 

menentukan validitas, keakuratan, dan penetapan alat bantu ukur. “Reliabilitas 

dinilai menggunakan teknik cronbach’s alpha dan composite reliability” (Hair et 

al., 2010).  

1. Composite Reliability  
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Metode untuk menilai  bagaimana reliabilitas komponen variabel yang 

diteliti. Jika nilai composite reliability melebihi angka 0,7 maka variabel 

tergolong reliabel. 

2. Cronbach’s Alpha  

Metode yang menggunakan nilai koefisien untuk menentukan ukuran pada 

suatu populasi secara positif dan saling berkaitan (Sekaran, 2006). Jika nilai 

cronbach’s alpha melebihi angkat 0,6 maka variabel tergolong reliabel. 

 

3.6 Model Struktural (Inner Model) 

Model Metode untuk menilai apakah keterkaitan antara konstruk yakni variabel 

independen dan variabel dependen serta hubungan lainnya disebut dengan Model 

Struktural atau Inner Model. 

3.6.1 Uji R Square (R2) 

Model ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten independen 

dengan variabel laten dependen. Besarnya koefisien determinasi R R square (𝑅2)  

mendefinisikan seberapa besar pengaruh variabel independen dengan variabel 

dependen. Nilai koefisien satu mencerminkan persentase dengan korelasi yang 

besar (Ghozali, 2014). Komponen 𝑅2 dikategorikan sebagai berikut: 

a. 0,67 berarti kuat 

b. 0,33 berarti moderat  

c. 0,19 berarti lemah 

Model 𝑅2  dianggap optimal apabila nilai 𝑅2 semakin tinggi. 
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3.7 Pengujian Hipotesis 

SmartPLS 4.0.9.2 dipakai untuk menguji hipotesis melalui pedoman Boostrapping.  

1. Path Coefficient  

Tahap ini dipakai untuk mengukur seberapa besar keterkaitan antara 

variabel independen dengan variabel dependen disebut dengan Uji Path 

Coefficient. Uji Koefisien jalur adalah salah satu nilai yang bermanfaat 

untuk memperlihatkan arah keterkaitan antar variabel, apakah hipotesis 

yang diuji mempunyai arah yang positif atau negatif. Uji hopotesis ini 

dilaksanakan untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa keterkaitan antar 

konstruk adalah kuat.  

• Hipotesis dianggap searah apabila nilai path coefficient positif. 

Dengan penjelasan lain apabila variabel eksogen naik, maka 

variabel endogen akan naik;  

• Hipotesis dianggap berbanding terbalik apabila nilai path coefficient 

adalah negative. Dengan penjelasan lain apabila variabel 

independen naik, maka variabel dependen turun.  

2.  P-Values  

• Hipotesis dianggap “signifikan” apabila nilai P-Values < 0,05; 

• Hipotesis “tidak signifikan” apabila nilai P-Values > 0,05. 
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BAN V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka peneliti mampu 

menarik kesimpulan di antaranya yaitu:  

1. Pada analisis data menginformasikan bahwa transparansi memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bidang 

keuangan. Apabila tingkat transparansi semakin tinggi ketika pegawai 

menjalankan pekerjaan maka tingkat kinerja pegawai di bidang keuangan 

akan semakin tinggi pula.  

2. Pada analisis data menginformasikan bahwa akuntabilitas memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap  pegawai bidang keuangan. 

Apabila tingkat akuntabilitas semakin tinggi ketika pegawai menjalankan 

pekerjaannya maka kinerja pegawai di bidang keuangan akan semakin 

tinggi pula. 

3. Pada analisis data menginformasikan bahwa responsibilitas memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bidang 

keuangan. Apabila tingkat responsibilitas semakin tinggi dalam 

menjalankan kewajibannya sebagai pegawai,  maka kinerja pegawai di 

bidang keuangan akan semakin tinggi pula. 

4. Pada analisis data menginformasikan bahwa kemandirian memiliki 

hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai di 

bidang keuangan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat 

kemandirian dalam menjalankan pekerjaan atau tugas tidak memiliki 

keterkaitan terhadap semakin tingginya kinerja pegawai di bidang keuangan 
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dikarenakan dalam menjalankan tugasnya pegawai bidang keuangan masih 

membutuhkan pihak lain, baik atasan atau bidang lain dalam Organisasi 

Perangkat Daerah tersebut. 

5. Pada analisis data menginformasikan bahwa fairness memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bidang keuangan. 

Apabila tingkat fairness semakin tinggi dalam menjalankan kewajibannya 

sebagai pegawai,  maka kinerja pegawai di bidang keuangan akan semakin 

tinggi pula. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan indikator yang diambil dari irisan penelitain 

sebelumnya, peraturan, dan buku dikarenakan belum adanya indikator tetap 

dalam pemerintahan untuk mengukur Good Government Governance. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan kuisioner yang pilihan jawabnnya 

berdasarkan persepsi masing-masing responden sehingga peneliti tidak 

mampu mengontrol kesungguhan seluruh jawaban responden. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah:   

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan keterbaruan 

peraturan atau indikator yang lebih spesifik untuk penelitian Good 

Government Governance. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode survei 

melalui kuisioner dan wawancara secara langsung dengan responden 

penelitian agar dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 
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Lampiran : Kuisioner 

Prihal  : Permohonan Izin Penyebaran Kuisioner  

 

Kepada Yth. 

Kepala Dinas … Kota Bandar Lampung 

Di Kota Bandar Lampung 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan Skripsi Mahasiswa 

Universitas Lampung Jurusan Akuntansi Program Studi S-1 Akuntansi 

Tahun Akademik 2023/2024, saya mohon kepada Kepala Dinas … Kota 

Bandar Lampung, untuk dapat memeberikan izin penyebaran kuisioner 

untuk  Penelitian kepada : 

  Nama  : Ashabul Maimanah 

  NPM  : 2011031004 

  Semester : 7 

Dengan Judul Skripsi : 

“Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance 

Terhadap Kinerja Pegawai bidang Keuangan” 

  

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya kami 

mengucapkan terima kasih. 

 

Bandar Lampung, 10 September 2023 

Hormat saya, 

Mahasiswa Universitas Lampung 

Jurusan Akuntansi 

 

 

 

Ashabul Maimanah 

NPM : 2011031004 
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Lampiran 2 

Kuisioner 

1. PROFIL RESPONDEN 

 

1. Nama Responden : 

2.   Jenis Kelamin : L / P 

3.   Pendidikan : 

  Diploma    S1 

  S2     S3        Lainnya, Sebutkan :  

4. Usia : 

  <25 Tahun    26-30 Tahun    31-45 Tahun    >45 

Tahun 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

R = Ragu-Ragu 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

Pertanyaan Variabel Transparency 

No Item Pertanyaan STS TS R S SS 

1 2 3 4 5 

1.  Pemerintah mengungkapkan informasi 

keuangan dan non-keuangan kepada 

publik secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat, dapat dibandingkan serta 

mudah diakses oleh pihak-pihak 

berkepentingan. 

     

2.  Pemerintah mengungkapkan informasi 

keuangan dan non-keuangan kepada 

publik yang dapat diakses oleh pihak-

pihak berkepentingan di web. 

     

3.  Pemerintah memberikan fasilitas dan 

teknologi untuk terprosesnya informasi 

secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat dan dapat dibandingkan. 

     

4.  Pegawai bagian keuangan bersikap 

“Welcome dan Open Management” 

terhadap masyarakat yang 
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membutuhkan informasi tentang 

keuangan daerah. 

5.  Pengumuman Keuangan Daerah baik 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pertanggungjawaban maupun 

Pengawasan telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Bandar 

Lampung. 

     

Pertanyaan Variabel Accountability 

No Item Pertanyaan STS TS R S SS 

1 2 3 4 5 

1.  OPD melaporkan Laporan Keuangan 

secara berkala yaitu 3 bulan sekali dan 

laporan setiap berakhirnya periode. 

Laporan tiap OPD diintegrasikan di 

tingkat daerah, diaudit, di publish dan 

dapat dilihat pada web PPID. 

     

2.  Kepentingan publik dan golongan 

menjadi perhatian dan pertimbangan 

utama dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

     

3.  Proses dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah diawasi 

secara terus-menerus oleh pengawas 

internal maupun eksternal. 

     

4.  Pemerintah Daerah telah menetapkan 

Renstrada (Rencana Strategis Daerah) 

dan Azas umum pengelolaan keuangan 

daerah sebagai dasar dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

     

5.  Pegawai bidang keuangan merespon 

dengan baik pertanyaan masyarakat 

terkait dengan pengelolaan keuangan 

daerah. 

     

 

Pertanyaan Variabel Responsibility 

No Item Pertanyaan STS TS R S SS 

1 2 3 4 5 

1.  Pencapaian kegiatan dari sebuah 

program pemerintah diyakini telah 

dirasakan oleh setiap lapisan 

masyarakat. 

     

2.  Pemerintah daerah selalu efektif dalam 

penggunaan keuangan dimana 

pemerintah daerah selalu mencapai 
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hasil program kerja yang maksimal atas 

target yang telah ditetapkan. 

3.  Penggunaan uang publik telah 

dilakukan tidak hanya difokuskan pada 

kelompok tertentu saja melainkan 

secara merata. 

     

4.  Pegawai bidang keuangan memiliki 

tanggung jawab yang besar kepada 

atasan, masyarakat dan Negara. 

     

5.  Pemerintah daerah telah mampu 

mencapai produktivitas kerja yang baik 

dalam setiap kegiatan pencapaian 

program dengan target yang telah 

ditetapkan. 

     

 

Pertanyaan Variabel Kemandirian 

No Item Pertanyaan STS TS R S SS 

1 2 3 4 5 

1.  Pegawai bidang keuangan dapat 

mengatasi permasalahan yang muncul 

pada saat bekerja. 

     

2.  Dalam menyelesaikan pekerjaan, 

Pegawai selalu memiliki inisiatif tanpa 

menunggu perintah atasan. 

     

3.  Pegawai bidang keuangan dapat 

menyelesiakan pekerjaannya tanpa 

bantuan pegawai lainnya. 

     

4.  Pegawai dapat memahami pekerjaannya 

sendiri. 

     

5.  Pegawai mampu membuat 

keputusannya sendiri apabila 

mendapatkan masalah dalam 

pekerjaannya. 

     

 

Pertanyaan Variabel Fairness 

No Item Pertanyaan STS TS R S SS 

1 2 3 4 5 

1.  Fairness (keawajaran, kejujuran, serta 

keadilan) merupakan bagian dari tujuan 

“Good Governance” merupakan hal 

wajib dan sedang digalakkan 

pemerintah daerah. 

     

2.  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

telah bekerja dengan jujur, ikhlas, 
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penuh tanggung jawab dan tidak pernah 

me-mark up anggaran. 

3.  Jika di kantor tempat saya bekerja ada 

bagi-bagi uang yang bukan semestinya 

hak saya, maka saya menolak dengan 

tegas, dan saya yakin uang itu adalah 

hak rakyat dan harus digunakan untuk 

kepentingan rakyat. 

     

4.  Bila saya mengetahui atasan saya 

melakukan penyelewengan penggunaan 

dana lembaga/instansi, maka saya akan 

mengingatkannya untuk kembali ke 

jalan yang benar sesuai SOP yang 

berlaku. 

     

5.  Pemerintah daerah harus memberikan 

kesempatan yang sama (adil) dalam 

melaksanakan tugasnya secara 

professional tanpa membedakan suku, 

agama, ras dan gender. 

     

 

Pertanyaan Variabel Kinerja 

No Item Pertanyaan STS TS R S SS 

1 2 3 4 5 

Kuantitas 

1.  Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan jumlah standar yang 

ditetapkan. 

     

2.  Pekerjaan yang saya hasilkan sesuai 

dengan target yang telah ditetepakan. 

     

Kualitas 

3.  Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

yang lebih baik dari standar. 

     

4.  Saya dapat menyelesaikan setiap 

pekerjaan dengan teliti dan rapi. 

     

Ketepatan Waktu 

5.  Saya tidak pernah terlambat masuk 

kerja. 

     

6.  Saya masuk dan pulang kerja sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan 

oleh kebijakan.  

     

Efektifitas 

7.  Pekerjaan saya tidak terbengkalai 

karena adanya pemanfaatan sistem dan 

kerjasama yang baik antar rekan kerja. 

     

8.  Saya dapat memberi nilai lebih atau 

manfaat bagi pekerjaan saya. 
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Independensi 

9.  Memiliki kompetensi untuk 

menyelesaikan pekerjaan saya sendiri 

dalam bidang keuangan. 

     

10.  Dalam melaksanakan tugas saya 

sebagai pegawai bidang keuangan saya 

terbebas dari pengaruh atau tekanan 

dari pihak manapun. 

     

 

Lampiran 3 

Tabulasi Jawaban Kuisioner 

Transparansi (X1) 

No 
Jenis 
kelamin 

Pendidikan 
Terakhir Usia X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

1 P S1 >45 4 4 3 5 4 

2 L S1 31-45 5 5 5 5 4 

3 P S2 >45 5 5 5 5 5 

4 P S2 >45 4 5 5 5 5 

5 L S2 >45 4 5 5 5 5 

6 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

7 P S2 >45 5 4 4 5 5 

8 P S2 >45 4 5 5 5 4 

9 P S2 >45 4 3 3 3 4 

10 P S2 >45 2 2 1 1 2 

11 P S1 >45 5 5 5 5 4 

12 L S2 >45 4 4 4 4 5 

13 P S2 >45 4 5 5 5 5 

14 P S1 >45 4 5 5 5 5 

15 L S2 >45 4 4 5 5 5 

16 P S2 >45 5 4 4 5 5 

17 P S2 >45 4 5 5 5 4 

18 L S1 >45 4 3 3 3 4 

19 P S1 >45 4 3 3 3 4 

20 P S2 >45 4 4 4 4 4 

21 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

22 P S1 >45 4 5 5 5 5 

23 L S1 >45 4 5 5 5 5 

24 L S1 >45 5 5 5 5 5 

25 P S2 >45 5 4 4 5 5 

26 L S1 >45 5 5 5 5 5 

27 P S1 >45 4 3 3 3 4 

28 L S2 31-45 4 3 3 3 4 
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29 P S2 >45 5 5 5 5 4 

30 L S1 31-45 4 4 4 4 5 

31 L S1 31-45 4 5 5 5 5 

32 P S2 >45 4 5 5 5 5 

33 P S2 >45 2 2 1 1 1 

34 L S2 >45 1 2 2 2 2 

35 L S1 >45 5 5 5 5 4 

36 P S1 31-45 4 4 4 4 5 

37 L S1 >45 4 5 5 5 5 

38 L S2 31-45 4 5 5 5 5 

39 P S2 >45 4 4 5 5 5 

40 P S1 31-45 5 4 4 5 5 

41 P S2 >45 4 5 5 5 4 

42 P S1 >45 4 3 3 3 4 

43 L S1 31-45 2 2 1 1 2 

44 P S2 >45 2 1 1 1 1 

45 L S2 31-45 1 1 1 2 2 

46 P S1 >45 5 5 5 5 4 

47 P S2 >45 4 4 4 4 5 

48 L S1 >45 4 5 5 5 5 

49 L S2 31-45 4 5 5 5 5 

50 L S2 31-45 4 4 5 5 5 

51 P S2 31-45 5 4 4 5 5 

52 P S1 31-45 4 5 5 5 4 

53 P S1 31-45 4 3 3 3 4 

54 L S1 >45 4 3 3 3 4 

55 L S2 31-45 2 2 2 1 1 

56 P S2 >45 1 1 2 2 2 

57 P S2 31-45 5 5 5 5 4 

58 L S2 >45 4 4 4 4 5 

59 P S2 >45 4 5 5 5 5 

60 L S2 >45 4 5 5 5 5 

61 L S2 31-45 4 4 5 5 5 

62 P S2 >45 5 4 4 5 5 

63 L S2 31-45 4 5 5 5 4 

64 P S2 31-45 4 5 4 5 5 

65 P S2 >45 4 4 5 5 5 

66 L S1 >45 5 4 4 4 4 

67 P S2 >45 5 5 5 5 5 

68 L S1 31-45 5 5 5 4 4 

69 P S2 >45 5 5 4 4 4 

70 L S1 >45 4 4 3 4 3 

71 P S1 >45 4 5 4 5 5 
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72 P S2 >45 5 5 5 5 5 

73 P S1 >45 5 5 5 5 5 

74 L S2 31-45 4 5 5 5 4 

75 P S2 >45 4 5 5 4 5 

76 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

77 L S1 31-45 4 4 4 4 5 

78 P S2 >45 5 5 5 5 5 

79 P S2 >45 1 1 2 2 1 

80 P S2 31-45 4 4 5 4 5 

81 L S1 >45 5 5 5 5 5 

82 L S2 >45 4 4 4 5 3 

83 P S1 >45 5 5 5 5 5 

84 P S2 >45 5 4 5 4 5 

85 P S2 >45 5 5 5 5 5 

86 L S1 >45 4 4 4 4 4 

87 P S2 >45 2 1 2 2 2 

88 L S1 31-45 5 5 4 4 4 

89 P S2 >45 5 5 5 5 5 

90 P D3 31-45 4 4 4 4 4 

91 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

 

Akuntabilitas (X2) 

No 
Jenis 
kelamin 

Pendidikan 
Terakhir Usia X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

1 P S1 >45 4 5 4 5 4 

2 L S1 31-45 4 4 4 4 4 

3 P S2 >45 5 5 5 5 5 

4 P S2 >45 4 4 5 5 5 

5 L S2 >45 4 5 5 5 4 

6 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

7 P S2 >45 5 5 4 4 5 

8 P S2 >45 4 5 5 5 5 

9 P S2 >45 3 3 4 3 3 

10 P S2 >45 2 2 3 2 2 

11 P S1 >45 4 4 4 4 4 

12 L S2 >45 5 5 5 5 5 

13 P S2 >45 4 4 5 5 5 

14 P S1 >45 4 5 5 5 4 

15 L S2 >45 4 4 5 5 5 

16 P S2 >45 5 5 4 4 5 

17 P S2 >45 4 5 5 5 5 
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18 L S1 >45 3 3 4 3 3 

19 P S1 >45 3 3 3 4 4 

20 P S2 >45 4 4 4 4 4 

21 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

22 P S1 >45 4 4 5 5 5 

23 L S1 >45 4 5 5 5 4 

24 L S1 >45 4 4 5 5 5 

25 P S2 >45 5 5 4 4 5 

26 L S1 >45 4 5 5 5 5 

27 P S1 >45 3 3 4 3 3 

28 L S2 31-45 3 3 3 4 4 

29 P S2 >45 4 4 4 4 4 

30 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

31 L S1 31-45 4 4 5 5 5 

32 P S2 >45 4 5 5 5 4 

33 P S2 >45 2 2 2 1 1 

34 L S2 >45 1 1 1 1 2 

35 L S1 >45 4 4 4 4 4 

36 P S1 31-45 5 5 5 5 5 

37 L S1 >45 4 4 5 5 5 

38 L S2 31-45 4 5 5 5 4 

39 P S2 >45 4 4 5 5 5 

40 P S1 31-45 5 5 4 4 5 

41 P S2 >45 4 5 5 5 5 

42 P S1 >45 3 3 4 3 3 

43 L S1 31-45 2 2 1 2 2 

44 P S2 >45 2 2 2 2 1 

45 L S2 31-45 1 1 1 2 2 

46 P S1 >45 4 4 4 4 4 

47 P S2 >45 5 5 5 5 5 

48 L S1 >45 4 4 5 5 5 

49 L S2 31-45 4 5 5 5 4 

50 L S2 31-45 4 4 5 5 5 

51 P S2 31-45 5 5 4 4 5 

52 P S1 31-45 4 5 5 5 5 

53 P S1 31-45 3 3 4 3 3 

54 L S1 >45 3 3 3 4 4 

55 L S2 31-45 2 2 2 1 1 

56 P S2 >45 1 1 1 2 2 

57 P S2 31-45 4 4 4 4 4 

58 L S2 >45 5 5 5 5 5 

59 P S2 >45 4 4 5 5 5 

60 L S2 >45 4 5 5 5 4 
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61 L S2 31-45 4 4 5 5 5 

62 P S2 >45 5 5 4 4 5 

63 L S2 31-45 4 5 5 5 5 

64 P S2 31-45 4 5 4 4 3 

65 P S2 >45 5 5 4 4 4 

66 L S1 >45 3 3 3 3 4 

67 P S2 >45 5 5 5 5 5 

68 L S1 31-45 4 4 4 4 3 

69 P S2 >45 4 4 4 3 3 

70 L S1 >45 2 3 3 3 3 

71 P S1 >45 5 4 4 4 4 

72 P S2 >45 5 5 4 5 5 

73 P S1 >45 5 5 5 5 5 

74 L S2 31-45 5 4 5 5 5 

75 P S2 >45 5 5 5 4 5 

76 L S1 31-45 5 5 3 3 3 

77 L S1 31-45 4 4 4 3 4 

78 P S2 >45 4 4 3 3 3 

79 P S2 >45 1 1 2 2 1 

80 P S2 31-45 5 4 4 4 4 

81 L S1 >45 5 5 5 4 4 

82 L S2 >45 3 3 3 3 3 

83 P S1 >45 5 5 5 5 5 

84 P S2 >45 5 5 5 5 5 

85 P S2 >45 5 5 5 5 5 

86 L S1 >45 4 4 4 4 4 

87 P S2 >45 1 2 1 1 1 

88 L S1 31-45 4 4 4 4 3 

89 P S2 >45 5 5 5 5 5 

90 P D3 31-45 4 4 4 4 4 

91 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

 

Responsibilitas (X3) 

No 
Jenis 
kelamin 

Pendidikan 
Terakhir Usia X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

1 P S1 >45 3 4 5 4 3 

2 L S1 31-45 4 5 5 5 5 

3 P S2 >45 5 5 5 5 5 

4 P S2 >45 4 5 5 5 5 

5 L S2 >45 4 4 5 5 5 

6 L S2 31-45 5 5 5 5 5 
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7 P S2 >45 5 4 5 5 5 

8 P S2 >45 5 5 5 5 5 

9 P S2 >45 4 3 3 4 3 

10 P S2 >45 2 1 1 1 2 

11 P S1 >45 4 5 5 5 5 

12 L S2 >45 5 4 4 4 5 

13 P S2 >45 4 4 5 5 5 

14 P S1 >45 4 4 5 5 5 

15 L S2 >45 4 4 5 5 5 

16 P S2 >45 5 4 5 5 5 

17 P S2 >45 5 4 5 5 4 

18 L S1 >45 4 3 3 4 3 

19 P S1 >45 4 3 3 3 4 

20 P S2 >45 4 5 5 5 5 

21 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

22 P S1 >45 4 4 5 5 5 

23 L S1 >45 4 4 5 5 5 

24 L S1 >45 5 5 5 5 5 

25 P S2 >45 5 4 5 5 5 

26 L S1 >45 5 5 5 5 5 

27 P S1 >45 4 3 3 4 3 

28 L S2 31-45 4 3 3 3 4 

29 P S2 >45 4 5 5 5 5 

30 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

31 L S1 31-45 4 4 5 5 5 

32 P S2 >45 4 4 5 5 5 

33 P S2 >45 2 1 1 2 1 

34 L S2 >45 1 2 2 2 1 

35 L S1 >45 4 5 5 5 5 

36 P S1 31-45 5 5 5 5 5 

37 L S1 >45 4 4 5 5 5 

38 L S2 31-45 4 4 5 5 5 

39 P S2 >45 4 5 5 5 5 

40 P S1 31-45 5 4 5 5 5 

41 P S2 >45 5 4 5 5 4 

42 P S1 >45 4 3 3 4 3 

43 L S1 31-45 2 2 1 1 2 

44 P S2 >45 1 2 1 1 2 

45 L S2 31-45 2 2 1 2 1 

46 P S1 >45 4 5 5 5 5 

47 P S2 >45 5 5 5 5 5 

48 L S1 >45 4 4 5 5 5 

49 L S2 31-45 4 4 5 5 5 
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50 L S2 31-45 4 4 5 5 5 

51 P S2 31-45 5 4 5 5 5 

52 P S1 31-45 5 4 5 5 4 

53 P S1 31-45 4 3 3 4 3 

54 L S1 >45 4 3 3 3 4 

55 L S2 31-45 2 1 2 1 1 

56 P S2 >45 1 1 1 1 2 

57 P S2 31-45 4 5 5 5 5 

58 L S2 >45 5 5 5 5 5 

59 P S2 >45 4 4 5 5 5 

60 L S2 >45 4 4 5 5 5 

61 L S2 31-45 4 4 5 5 5 

62 P S2 >45 5 4 5 5 5 

63 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

64 P S2 31-45 2 4 4 5 5 

65 P S2 >45 4 4 4 4 5 

66 L S1 >45 3 4 3 4 4 

67 P S2 >45 5 5 5 5 5 

68 L S1 31-45 2 5 4 2 4 

69 P S2 >45 2 4 4 4 4 

70 L S1 >45 3 3 4 3 3 

71 P S1 >45 3 4 4 5 5 

72 P S2 >45 2 4 5 4 4 

73 P S1 >45 5 5 5 5 5 

74 L S2 31-45 5 5 5 5 4 

75 P S2 >45 5 4 5 5 4 

76 L S1 31-45 2 4 4 3 3 

77 L S1 31-45 4 4 4 5 4 

78 P S2 >45 3 4 4 4 5 

79 P S2 >45 2 1 2 2 1 

80 P S2 31-45 4 4 4 4 4 

81 L S1 >45 4 5 4 4 4 

82 L S2 >45 3 3 3 2 3 

83 P S1 >45 5 5 5 5 5 

84 P S2 >45 5 5 4 4 5 

85 P S2 >45 5 5 5 5 5 

86 L S1 >45 4 4 4 4 4 

87 P S2 >45 1 2 2 1 2 

88 L S1 31-45 4 5 5 5 5 

89 P S2 >45 5 5 5 5 5 

90 P D3 31-45 4 4 4 4 4 

91 L S1 31-45 5 5 5 5 5 
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Kemandirian (X4) 

No 
Jenis 
kelamin 

Pendidikan 
Terakhir Usia X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 

1 P S1 >45 5 4 4 3 3 

2 L S1 31-45 5 4 5 5 4 

3 P S2 >45 5 5 4 4 4 

4 P S2 >45 4 4 4 5 5 

5 L S2 >45 5 4 4 5 5 

6 L S2 31-45 4 4 4 4 5 

7 P S2 >45 4 4 5 4 4 

8 P S2 >45 4 5 4 5 5 

9 P S2 >45 3 3 4 3 3 

10 P S2 >45 1 2 2 2 1 

11 P S1 >45 5 4 5 5 5 

12 L S2 >45 5 5 4 4 4 

13 P S2 >45 4 4 4 5 5 

14 P S1 >45 5 4 4 5 5 

15 L S2 >45 4 4 4 4 5 

16 P S2 >45 4 4 5 4 4 

17 P S2 >45 4 5 4 5 5 

18 L S1 >45 3 3 4 3 3 

19 P S1 >45 4 4 4 3 3 

20 P S2 >45 5 4 5 5 5 

21 L S2 31-45 5 5 4 4 4 

22 P S1 >45 4 4 4 5 5 

23 L S1 >45 5 4 4 5 5 

24 L S1 >45 4 4 4 4 5 

25 P S2 >45 4 4 5 4 4 

26 L S1 >45 4 5 4 5 5 

27 P S1 >45 3 3 4 3 3 

28 L S2 31-45 4 4 4 3 3 

29 P S2 >45 5 4 5 5 5 

30 L S1 31-45 5 5 4 4 4 

31 L S1 31-45 4 4 4 5 5 

32 P S2 >45 5 4 4 5 5 

33 P S2 >45 1 2 2 1 1 

34 L S2 >45 1 2 2 2 1 

35 L S1 >45 5 4 5 5 5 

36 P S1 31-45 5 5 4 4 4 

37 L S1 >45 4 4 4 5 5 

38 L S2 31-45 5 4 4 5 5 

39 P S2 >45 4 4 4 4 5 
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40 P S1 31-45 4 4 5 4 4 

41 P S2 >45 4 5 4 5 5 

42 P S1 >45 3 3 4 3 3 

43 L S1 31-45 2 2 2 2 1 

44 P S2 >45 1 1 2 2 2 

45 L S2 31-45 2 2 1 1 2 

46 P S1 >45 5 4 5 5 5 

47 P S2 >45 5 5 4 4 4 

48 L S1 >45 4 4 4 5 5 

49 L S2 31-45 5 4 4 5 5 

50 L S2 31-45 4 4 4 4 5 

51 P S2 31-45 4 4 5 4 4 

52 P S1 31-45 4 5 4 5 5 

53 P S1 31-45 3 3 4 3 3 

54 L S1 >45 4 4 4 3 3 

55 L S2 31-45 2 2 1 1 1 

56 P S2 >45 2 1 2 1 1 

57 P S2 31-45 5 4 5 5 5 

58 L S2 >45 5 5 4 4 4 

59 P S2 >45 4 4 4 5 5 

60 L S2 >45 5 4 4 5 5 

61 L S2 31-45 4 4 4 4 5 

62 P S2 >45 4 4 5 4 4 

63 L S2 31-45 4 5 4 5 5 

64 P S2 31-45 4 4 4 5 4 

65 P S2 >45 5 5 4 4 5 

66 L S1 >45 4 4 5 4 4 

67 P S2 >45 5 5 5 5 5 

68 L S1 31-45 4 4 5 5 5 

69 P S2 >45 5 3 5 5 4 

70 L S1 >45 3 3 4 4 3 

71 P S1 >45 4 5 4 5 4 

72 P S2 >45 4 4 5 5 5 

73 P S1 >45 5 5 5 5 5 

74 L S2 31-45 4 5 4 5 5 

75 P S2 >45 5 4 4 5 5 

76 L S1 31-45 4 4 5 5 5 

77 L S1 31-45 5 5 4 4 4 

78 P S2 >45 4 5 5 5 5 

79 P S2 >45 2 1 1 1 2 

80 P S2 31-45 4 4 4 4 5 

81 L S1 >45 5 5 5 5 5 

82 L S2 >45 3 3 4 4 4 
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83 P S1 >45 5 5 5 5 5 

84 P S2 >45 5 5 5 4 5 

85 P S2 >45 5 5 5 5 5 

86 L S1 >45 4 4 4 4 4 

87 P S2 >45 3 1 1 2 2 

88 L S1 31-45 4 4 5 5 4 

89 P S2 >45 5 5 5 5 5 

90 P D3 31-45 4 4 4 4 4 

91 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

 

Fairness (X5) 

No 
Jenis 
kelamin 

Pendidikan 
Terakhir Usia X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 

1 P S1 >45 5 5 5 5 5 

2 L S1 31-45 4 4 3 5 4 

3 P S2 >45 5 5 5 5 5 

4 P S2 >45 5 5 4 5 4 

5 L S2 >45 5 5 4 5 4 

6 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

7 P S2 >45 5 5 4 5 5 

8 P S2 >45 5 5 5 5 5 

9 P S2 >45 5 5 5 5 5 

10 P S2 >45 2 1 2 2 1 

11 P S1 >45 2 2 1 2 1 

12 L S2 >45 5 5 5 5 4 

13 P S2 >45 5 4 5 5 5 

14 P S1 >45 4 4 3 4 5 

15 L S2 >45 5 5 5 5 4 

16 P S2 >45 1 2 1 2 1 

17 P S2 >45 5 5 5 5 5 

18 L S1 >45 5 5 5 5 5 

19 P S1 >45 5 5 5 5 5 

20 P S2 >45 2 1 1 2 2 

21 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

22 P S1 >45 5 5 5 5 5 

23 L S1 >45 5 5 4 5 4 

24 L S1 >45 5 5 5 5 5 

25 P S2 >45 1 2 1 2 1 

26 L S1 >45 5 5 5 5 5 

27 P S1 >45 5 5 5 5 5 

28 L S2 31-45 5 5 5 5 5 
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29 P S2 >45 5 5 5 5 5 

30 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

31 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

32 P S2 >45 5 5 5 5 5 

33 P S2 >45 1 2 2 2 1 

34 L S2 >45 1 1 1 1 1 

35 L S1 >45 5 5 5 5 5 

36 P S1 31-45 5 5 5 5 5 

37 L S1 >45 5 5 5 5 5 

38 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

39 P S2 >45 5 5 5 4 5 

40 P S1 31-45 5 5 5 5 4 

41 P S2 >45 5 5 5 5 5 

42 P S1 >45 1 2 1 2 1 

43 L S1 31-45 2 1 2 2 2 

44 P S2 >45 1 2 1 1 1 

45 L S2 31-45 2 1 1 1 1 

46 P S1 >45 5 5 4 5 5 

47 P S2 >45 5 5 5 5 5 

48 L S1 >45 2 2 2 2 2 

49 L S2 31-45 2 2 1 2 1 

50 L S2 31-45 5 5 4 4 5 

51 P S2 31-45 4 4 5 5 4 

52 P S1 31-45 5 5 5 5 5 

53 P S1 31-45 5 5 4 5 5 

54 L S1 >45 1 1 1 1 2 

55 L S2 31-45 1 2 2 1 2 

56 P S2 >45 1 1 2 2 2 

57 P S2 31-45 5 5 5 5 5 

58 L S2 >45 5 5 5 5 5 

59 P S2 >45 5 5 5 5 5 

60 L S2 >45 5 5 5 5 4 

61 L S2 31-45 5 4 5 5 5 

62 P S2 >45 5 5 4 4 5 

63 L S2 31-45 5 5 5 5 5 

64 P S2 31-45 1 2 1 2 1 

65 P S2 >45 4 4 4 4 4 

66 L S1 >45 5 5 5 4 4 

67 P S2 >45 5 5 5 5 5 

68 L S1 31-45 2 2 1 2 2 

69 P S2 >45 1 2 1 2 1 

70 L S1 >45 2 2 2 2 2 

71 P S1 >45 4 4 5 4 4 
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72 P S2 >45 2 2 2 1 1 

73 P S1 >45 5 5 5 5 5 

74 L S2 31-45 1 2 1 2 1 

75 P S2 >45 2 2 2 2 2 

76 L S1 31-45 1 2 1 2 1 

77 L S1 31-45 4 4 4 4 4 

78 P S2 >45 4 3 5 5 4 

79 P S2 >45 2 3 1 1 1 

80 P S2 31-45 4 5 4 5 4 

81 L S1 >45 5 4 4 4 4 

82 L S2 >45 4 4 5 4 5 

83 P S1 >45 5 5 5 5 5 

84 P S2 >45 4 5 4 4 5 

85 P S2 >45 5 5 5 5 5 

86 L S1 >45 5 5 5 4 5 

87 P S2 >45 1 2 2 1 1 

88 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

89 P S2 >45 5 5 5 5 5 

90 P D3 31-45 5 5 4 4 4 

91 L S1 31-45 5 5 5 5 5 

 

Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Y) 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 

5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 

4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 

4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 

5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 

5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 

5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 

5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 
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4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 

5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 

5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 

4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 

4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 

5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 

2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 

4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 3 3 3 3 3 

5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 

3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 

2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 

2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 

5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 

5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 

5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 

3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 

1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 

5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 

5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
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4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

4 3 2 4 4 4 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

4 3 2 5 4 4 5 4 5 5 

3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 

3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 

5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 

3 3 2 4 4 5 5 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 

2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 

4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Output SmartPLS 4.0 

 

1. UJI VALIDITAS 

A. Convergent Validity 

 

1) Outer Loading 

  AKUNTABILITAS FAIRNESS KEMANDIRIAN 
KINERJA 
PEGAWAI 

RESPONSIBILITAS TRANSPARANSI 

X1.1           0,887 

X1.2           0,949 

X1.3           0,952 

X1.4           0,955 

X1.5           0,910 

X2.1 0,921           

X2.2 0,937           

X2.3 0,939           

X2.4 0,945           

X2.5 0,935           

X3.1         0,853   

X3.2         0,923   

X3.3         0,957   

X3.4         0,953   

X3.5         0,942   

X4.1     0,906       

X4.2     0,900       

X4.3     0,879       

X4.4     0,936       

X4.5     0,932       

X5.1   0,985         

X5.2   0,970         

X5.3   0,970         

X5.4   0,975         

X5.5   0,976         

Y1.1       0,886     

Y1.2       0,879     

Y2.1       0,777     

Y2.2       0,851     

Y3.1       0,873     

Y3.2       0,856     

Y4.1       0,873     

Y4.2       0,881     

Y5.1       0,888     

Y5.2       0,879     
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2) Average Variance Extracted (AVE) 

  

Average 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

AKUNTABILITAS 0,875 

FAIRNESS 0,951 

KEMANDIRIAN 0,830 

KINERJA 
PEGAWAI 

0,748 

RESPONSIBILITAS 0,858 

TRANSPARANSI 0,867 

 

B. Discriminant Validity 

1) Cross Loading 

  AKUNTABILITAS FAIRNESS KEMANDIRIAN 
KINERJA 
PEGAWAI 

RESPONSIBILITAS TRANSPARANSI 

X1.1 0,769 0,479 0,874 0,841 0,814 0,887 

X1.2 0,845 0,470 0,928 0,850 0,859 0,949 

X1.3 0,861 0,515 0,925 0,877 0,875 0,952 

X1.4 0,859 0,511 0,904 0,876 0,883 0,955 

X1.5 0,901 0,540 0,875 0,886 0,875 0,910 

X2.1 0,921 0,465 0,871 0,864 0,864 0,865 

X2.2 0,937 0,492 0,884 0,859 0,875 0,879 

X2.3 0,939 0,613 0,831 0,885 0,892 0,844 

X2.4 0,945 0,606 0,836 0,876 0,890 0,840 

X2.5 0,935 0,585 0,819 0,878 0,903 0,834 

X3.1 0,828 0,646 0,707 0,796 0,853 0,688 

X3.2 0,861 0,531 0,921 0,905 0,923 0,887 

X3.3 0,918 0,533 0,903 0,900 0,957 0,924 

X3.4 0,881 0,584 0,854 0,879 0,953 0,870 

X3.5 0,893 0,570 0,902 0,874 0,942 0,903 

X4.1 0,824 0,500 0,906 0,828 0,854 0,847 

X4.2 0,893 0,583 0,900 0,874 0,870 0,849 

X4.3 0,737 0,426 0,879 0,817 0,789 0,857 

X4.4 0,811 0,417 0,936 0,823 0,842 0,922 

X4.5 0,858 0,491 0,932 0,868 0,871 0,932 

X5.1 0,583 0,985 0,528 0,633 0,609 0,531 

X5.2 0,598 0,970 0,526 0,647 0,617 0,540 

X5.3 0,515 0,970 0,451 0,555 0,526 0,464 

X5.4 0,619 0,975 0,574 0,662 0,654 0,585 

X5.5 0,555 0,976 0,504 0,609 0,585 0,506 

Y1.1 0,940 0,621 0,844 0,886 0,899 0,850 

Y1.2 0,929 0,598 0,816 0,879 0,898 0,831 

Y2.1 0,799 0,616 0,702 0,777 0,836 0,674 
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Y2.2 0,793 0,476 0,923 0,851 0,863 0,878 

Y3.1 0,874 0,499 0,890 0,873 0,916 0,913 

Y3.2 0,724 0,563 0,733 0,856 0,729 0,740 

Y4.1 0,714 0,510 0,746 0,873 0,714 0,761 

Y4.2 0,744 0,580 0,763 0,881 0,742 0,773 

Y5.1 0,732 0,552 0,767 0,888 0,741 0,793 

Y5.2 0,764 0,513 0,777 0,879 0,748 0,799 

 

2. UJI RELIABILITAS 

A. Composite Reliability 

  
Composite 
Reliability 

AKUNTABILITAS 0,972 

FAIRNESS 0,990 

KEMANDIRIAN 0,961 

KINERJA 
PEGAWAI 

0,967 

RESPONSIBILITAS 0,968 

TRANSPARANSI 0,970 

 

B. Cronbach’s Alpha 

  
Cronbach's 
Alpha 

AKUNTABILITAS 0,964 

FAIRNESS 0,987 

KEMANDIRIAN 0,949 

KINERJA 
PEGAWAI 

0,962 

RESPONSIBILITAS 0,958 

TRANSPARANSI 0,961 

 

3. EVALUASI INNER MODEL 

A. R-Square 

  
R 
Square 

R Square 
Adjusted 

KINERJA 
PEGAWAI 

0,819 0,815 

 

 

 

 



101 

 

 

B. Uji Hipotesis 

 

  
Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

AKUNTABILITAS -> KINERJA 
PEGAWAI 

0,268 0,260 0,101 2,641 0,009 

FAIRNESS -> KINERJA PEGAWAI 0,114 0,118 0,043 2,652 0,008 

KEMANDIRIAN -> KINERJA 
PEGAWAI 

0,137 0,151 0,097 1,407 0,160 

RESPONSIBILITAS -> KINERJA 
PEGAWAI 

0,242 0,254 0,117 2,067 0,039 

TRANSPARANSI -> KINERJA 
PEGAWAI 

0,269 0,248 0,110 2,447 0,015 

 

4. Model Penelitian 

• BootStrap 
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• PLS-SEM 
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• Model 
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• STATDES 

 

  No. Missing Mean Median Min Max 
Standard 
Deviation 

Excess 
Kurtosis Skewness 

X1.1 1.000 0.000 4.088 4.000 1.000 5.000 1.002 2.667 -1.647 

X1.2 2.000 0.000 4.154 5.000 1.000 5.000 1.138 1.335 -1.446 

X1.3 3.000 0.000 4.165 5.000 1.000 5.000 1.160 1.089 -1.402 

X1.4 4.000 0.000 4.253 5.000 1.000 5.000 1.163 1.498 -1.574 

X1.5 5.000 0.000 4.275 5.000 1.000 5.000 1.080 2.365 -1.742 

X2.1 6.000 0.000 3.912 4.000 1.000 5.000 1.086 0.970 -1.184 

X2.2 7.000 0.000 4.066 4.000 1.000 5.000 1.107 0.822 -1.218 

X2.3 8.000 0.000 4.121 4.000 1.000 5.000 1.108 1.489 -1.427 

X2.4 9.000 0.000 4.077 4.000 1.000 5.000 1.122 0.698 -1.200 

X2.5 10.000 0.000 4.044 4.000 1.000 5.000 1.147 0.697 -1.197 

X3.1 11.000 0.000 3.890 4.000 1.000 5.000 1.124 0.313 -1.055 

X3.2 12.000 0.000 3.956 4.000 1.000 5.000 1.078 1.194 -1.248 

X3.3 13.000 0.000 4.220 5.000 1.000 5.000 1.203 1.257 -1.515 

X3.4 14.000 0.000 4.242 5.000 1.000 5.000 1.217 1.379 -1.595 

X3.5 15.000 0.000 4.231 5.000 1.000 5.000 1.168 1.319 -1.515 

X4.1 16.000 0.000 4.044 4.000 1.000 5.000 1.037 1.608 -1.353 

X4.2 17.000 0.000 3.934 4.000 1.000 5.000 1.014 1.510 -1.280 

X4.3 18.000 0.000 4.044 4.000 1.000 5.000 0.982 2.779 -1.645 

X4.4 19.000 0.000 4.110 4.000 1.000 5.000 1.133 1.178 -1.371 

X4.5 20.000 0.000 4.132 5.000 1.000 5.000 1.179 1.133 -1.407 

X5.1 21.000 0.000 3.879 5.000 1.000 5.000 1.582 -0.878 -0.950 

X5.2 22.000 0.000 3.945 5.000 1.000 5.000 1.448 -0.847 -0.919 

X5.3 23.000 0.000 3.769 5.000 1.000 5.000 1.590 -1.010 -0.846 

X5.4 24.000 0.000 3.912 5.000 1.000 5.000 1.465 -0.861 -0.911 

X5.5 25.000 0.000 3.769 5.000 1.000 5.000 1.597 -0.964 -0.881 

Y1.1 26.000 0.000 4.066 4.000 1.000 5.000 1.165 0.990 -1.316 

Y1.2 27.000 0.000 4.022 4.000 1.000 5.000 1.176 0.663 -1.196 

Y2.1 28.000 0.000 3.835 4.000 1.000 5.000 1.112 0.216 -0.983 

Y2.2 29.000 0.000 3.791 4.000 1.000 5.000 0.967 1.496 -1.199 

Y3.1 30.000 0.000 4.143 5.000 1.000 5.000 1.173 1.265 -1.447 

Y3.2 31.000 0.000 3.989 4.000 1.000 5.000 1.032 1.512 -1.318 

Y4.1 32.000 0.000 4.066 5.000 1.000 5.000 1.175 0.478 -1.164 

Y4.2 33.000 0.000 4.066 4.000 1.000 5.000 1.165 0.990 -1.316 

Y5.1 34.000 0.000 4.198 5.000 1.000 5.000 1.150 0.896 -1.366 

Y5.2 35.000 0.000 4.220 5.000 1.000 5.000 1.107 1.589 -1.535 
 

 

 


